Persepsi Masyarakat Kota Makassar terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-XIV/2016 Tentang LGBT dan kedudukan Hukumnya dalam Islam (Studi Kasus Kota Makassar) by Rezki, Annisa
PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MAKASSAR TERHADAP PUTUSAN 
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PPU-XIV/2016 TENTANG LGBT DAN 
KEDUDUKAN HUKUMNYA DALAM ISLAM 




Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) Prodi Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 
Fakultas Syariah dan Hukum 






FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 
2018 
PERTTYATAAI\I KEASLIAI\I SKRIPSI









102001 141 I l5
Limbung 25 Desenrber 1997
Hukum Pidana dan Ketatanegilaan
Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Limbung Kec Bajeng Kab Gowa
Persepsi Masyarakat Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi No.46lPPU-){JVl20l6 Tentang LGBT dan
Kedudukan HUKUMNYA Dalam Islarn. (Studi Kasus Kota
Makassar).
Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini
menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, kecuali pada
bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti batrwa Stripsi
ini merupakan duplikat, tinran, plagrat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau







Pembimbing penulisan skripsi saudari ANNISA REZKI, NIM: 10200114115,
mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi slaipsi yang
bersangkutan dengan judul,"Persepsi Masyorakat Kota Makassar Terhadap Putusan
Mahkamnh Konstitusi No. 46/PPU-XIV/2016 Tentang LGBT Dan Kedudukan Hukumnya
Dolam Islam". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi symat-syarat ilmiah dan
dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasah (Akhir).
Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.
Samata, Aqustus 2018
I 001
Dr. Alimuddiu. M. As
Nip. 19720302 200501 t 005
Penguji I





Pembimbing penulisan skripsi saudara ANNISA RBZKI, NIM: 10200114115,
mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatane garaanpada Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan
dengan judul,'?l?RSl?P^SI MASYARAKAT KOTA MAfrASSAR TERIIADAP PUTUSAN
MAIIKAMAH KONSTITU$ NO. 46/PPTI-XIV/2016 TENTANG LGBT DAN XEDUDUKAN
HUK(IMNYA DALAM ISL/IM (STADI KASUS KOTA MAKASSA-R)". Memandang bahwa
skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang
ujian hasil.
Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.
Samatq 06 Agustus 2018
a
Pembimbingll
Prof. Dr. Usman. MA@roor Dr. Alimuddin" M. AsNip. 19720302 200501 1 005
mbimbing I
PENGESAHAN SKRIPSI
Skripsi yang berjudul, 6'Persepsi Masyarakat Kota Makassar Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 46 PPU-XIV|20L6 tentang LGBT dan Kedudukan Hukumnya
dalam Islam (Studi Kasus Kota Makassar)r" yang disusun oleh Annisa Rezki, NIM:
10200114115, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaruanpada Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang
diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal24 Agustus 2018 M, bertepatan dengan 12 Dzulhijjah
1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, JurusanHukum Pidana dan Ketatanegaraan.









:Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.
: Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang. M.A
: Dr. Hj. Sohrah, M.Ag.
:Prof. Dr. Usman, M.Ag.
: Dr. Alimuddin, M.Ag.
... . ..)
Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,
Prof. Dr. Daruss#am. M.A
NIP: 19621016 199003 1003
KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah atas berkat rahmat 
dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: 
“Persepsi Masyarakat Kota Makassar Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 46/PPU-XIV/2016 Tentang LGBT dan Kedudukan Hukumnya Dalam 
Islam” ini untuk memenuhi suatu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka 
memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada 
Nabi Muhammad Saw. Karna dialah yang telah membawa kita dari zaman gelap 
gulita menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 
mengalami kendala, namun Alhamdulillah berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama 
dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut 
dapat teratasi.  
Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang 
setulus-tulusnya Terlebih kepada  ayahanda tercinta Junaid dan Ibunda yang aku 
sayangi Martini, yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya serta 
perhatiannya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia 
dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada 
penulis. Pengharagaan dan terimakasih penulis berikan kepada pihak yang telah 
memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababari, M. Si. Selaku Rektor Universitas 
Islam Negri Alauddin Makassar. 
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. Selaku Dekan 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. 
3. Bapak Dr. H. Andi Halim Talli, S.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
4. Bapak Dr. Hamsir, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah 
dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
5. Bapak Dr. Saleh Ridwan, M.Ag. selaku Wakil Dekzn III Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Alauddin Makassar. 
6. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan 
Ketatanegaraan serta stafnya atas izin pelayanan, kesempatan dan fasilitas 
yang diberikan sehingga skripsi ini dapat tersrelesaikan. 
7. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang M.A. selaku Penguji I Penulis. 
8. Ibu Dr. Sohrah, M.Ag. Selaku Penguji II Penulis. 
9. Bapak Prof. Dr. Usman, M.A. Selaku Pembimbing I Penulis. 
10. Bapak Dr. Alimuddin, M.Ag. Selaku Pembimbing II Penulis.  
 
 
11. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri 
Alauddin Makassar bersama Staf  Pegawai yang telah membantu dalam 
kelancaran akademik Penulis.  
12. Bapak Wali Kota Makassar, terkhusus Bapak Zulkiflie M, S.H. Selaku 
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Makassar. 
13. Ketua DPRD Kota Makassar, terkhusus Bapak Wahab Tahir, S.H. selaku 
Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi Golkar, Bapak Sangkala Saddiko, 
S.H. selaku Anggpta DPRD Kota Makassar Fraksi PAN, serta jajaran 
pengurus yang membantu dan memberikan izin dalam rangka kegiatan 
penelitian dan membrikan informasi yang dibutuhkan. 
14. Bapak Dr. H. Muammar Bakry, Lc., M.A. Selaku Pejabat dilingkungan 
Nahdatul Ulama. 
15. Bapak Ahmad AC. Selaku Wakil Ketua Muhamammdiyah Kota 
Makassar. 







17.  Seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri 
Alauddin Makassar, Teman-teman Angkatan Kontetusa HPK 2014, dan 
khususnya HPK C atas kebersamaannya Selama ini, karna kalian penulis 
mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan berharga selama penulis 
menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri 
Alauddin Makassar. 
18. Terima kasih kepada Sahabatku sekaligus teman seperjuangan selama 
penyusunan skripsi (Puput Anugrah, Nurhalifah Makmun) terkusus 
(Mama Lemon) persahabatan kita tak akan terlupakan dan kepada 
temanku juga (Tutut mawardani, Aburizal. SH, Nurilmiarizki Audina, 
Rezky Arsita, Andi Akmal) yang tak henti-hentinya memberikan support 
kepada penulis Selama penyususnan skripsi ini. Dan para pihak yang tidak 
bisa saya sebutkan satu-persatu Sekali lagi penulis ucapkan 
Jazakumullahu khairan Khatsiira atas perhatian dan do’anya yang 
diberikan kepada penulis. 
19. Dan terkhusus sepupu (Nurul Ramadanti, Mawaddah Istiqamah) dan 
saudara kandung (Syarif Hidayatullah) yang telah banyak membantu, 
menyemangati, mendo’akan selama penyusan skripsi ini dan saya ucapkan 
banyak terima kasih. 
 
20. Kepada teman seperjuangan KKN Agt 58 Kabupaten Kepulauan Selayar, 
Desa Buki yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan do’a 
dengan kelancaran penulisan skripsi ini, semoga Allah membalas 
kebaikan kalian.  
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karna itu 
penulis sangat mengarapkan saran atau kritikan dari pembaca untuk 
menyempurnakan skripsi ini.  
Akhir kata penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat 











JUDUL ................................................................................................................. i 
PERNYATAAN KEASLIAN SKIPSI ............................................................... ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................................... iii 
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iv 
KATA PENGANTAR ......................................................................................... v 
DAFTAR ISI ........................................................................................................ ix  
PEDOMAN TRANSLITE .................................................................................. xi 
ABSTRAK ........................................................................................................... xix 
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1-10 
A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ............................................... 6 
C. Rumusan Masalah .............................................................................. 7  
D. Kajian Pustaka .................................................................................... 8 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian........................................................ 9 
BAB II TINJAUAN TEORETIS ....................................................................... 11-40 
A. Pengertian LGBT ............................................................................... 11  
B. LGBT dalam Islam ............................................................................. 22 
C. Hukum LGBT .................................................................................... 32 
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya LGBT ........................ 36 
BAB III METODE PENELIIAN ....................................................................... 41-48 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian ............................................... 41 
B. Pendekatan Penelitian ........................................................................ 41 
C. Sumber Data ....................................................................................... 42 
D. Metode Pengumpulan Data ................................................................ 44 
E. Instrumen Penelitian ........................................................................... 45 
F. Tekhnik Pengelolaan dan Analisis Data............................................. 46 
G. Pengujian Keabsahan Data ................................................................. 47 
BAB IV PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MAKASSAR TERHADAP 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PPU-XIV/2016 
TENTANG LGBT DAN KEDUDUKAN HUKUMNYA DALAM 
ISLAM ................................................................................................... 49-87 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .................................................. 49  
B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-XIV/2016  
tentang LGBT ..................................................................................... 68 
C. Persepsi Masyarakat Kota Makassar terhdap Putusan  
Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-XIV/2016 tentang LGBT .......... 76 
D. Kedudukan Hukumnya Menurut Islam .............................................. 80 
 BAB V PENUTUP ............................................................................................... 88-91 
A. Kesimpulan......................................................................................... 88 
B. Implikasi Penelitian ............................................................................ 90 
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 92-94 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
ix 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
x 
 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ه ha h ha 
ء hamzah ʼ apostrof 
ى ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
اZ fatḥah a a 
اZ kasrah i i 
اZ ḍammah u u 
xi 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ٸZ fatḥah dan yā’ ai a dan i 
ٷ fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
 َ_aْbَ: kaifa 
 َلcَْھ: haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ى Z ... | ا Z  ... fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas 
ى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
وZ dammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 َتkl  : māta 
mlََر  : ramā 
 َnaِْp    : qīla 




4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
xyَْوَرZ اz ْط ِلkَ{     : rauḍah al-aṭfāl 
 ِ|rََ}ا  ُxَ~sْ   ْ}اxَyِk{   : al-madīnah al-fāḍilah 
xrَْَِ}ا              : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd (   ّ◌  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 َk~ّَر  : rabbanā 
 َk~aْَّ : najjainā 
 ّََ}ا : al-ḥaqq 
 َ ﱡ   : nu“ima 
 ّو|ُَ  : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 





 ّmِَ    : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 ّmََ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
 ُrْَّ}ا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
x}َ}َّ}ا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
xَ{ََْ{َ}ا  : al-falsafah 
     َ|َ}ا  : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 ْl َنْوُ  : ta’murūna 
 ُعcّْ~َ}ا    : al-nau‘ 
 ٌءَْﺷ    : syai’un 
 ُتْر◌ُِمأ : umirtu 
xiv 
 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 ِﷲ ¡ُsِد dīnullāh  ِ¢ِk billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 ِﷲ xِrَ£ر ِْ¤ ُْھ hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
xv 
 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
Ḥāmid Abū) 
B. Daftar Singkatan 
xvi 
 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
HR  = Hadis Riwayat 
 
ABSTRAK 
NAMA            :   ANNISA REZKI 
NIM                :   10200114115 
JUDUL         : Persepsi Masyarakat Kota Makassar Terhadap Putusan 
Mahkamah Konstitusi  No. 46/PPU-XIV/2016 Tentang 
LGBT Dan Kedudukan Hukumnya Dalam Islam. (Studi 
Kasus Kota Makassar). 
 
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Persepsi 
Masyarakat Kota Makassar Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-
XIV/2016 Tentang LGBT dan Kedudukan Hukumnya Dalam Islam ? Adapun 
sub-sub masalah terdiri atas 1) Bagaimana Dampak Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 46/PPU-XIV/2016 Tentang LGBT terhadap Masyarakat Sosial ?, 
2) Bagaimana persepsi masyarakat kota makassar terhadap Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 46/PPU-XIV/2016 Tentang LGBT ?, 3) Bagaimana Kedudukan 
Hukumnya Dalam Islam? 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif 
dengan pendekatan penelitian hukum normatif empiris. Adapun sumber data 
penelitian ini adalah Al-Qur’an, DPRD Kota Makassar, PEMDA kota Makassar, 
ORMAS Islam yang terdiri (Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, Nahdatul 
Ulama), Dosen Ahli Tata Negara UIN Alauddin Makassar berjumlah 1 (satu) 
orang. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, 
Dokumentasi dan wawancara. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan 
dengan melalui tiga tahapan, yaitu: editing data, coding data, analisis data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan mahkamah konstitusi No. 
46/PPU-XIV/2016 Tentang LGBT akan selalu jadi perbincangan publik bukan 
hanya perbuatan LGBT nya sendiri tetapi pada rana Hakim yang yang mempunyai 
pendapat masing-masing sehingga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa 
Mahkamah Konstitusi melegalkan LGBT. Dan setelahnya akan memberikan 
dampak yang sangat mengkhawatirkan anak-anak bangsa yang akan datang. 
Dalam Islam, LGBT sangat diharamkan bahkan dalam Al-Quran maupun hadis 
menjelaskan larangan-larangan dalam perbuatan LGBT.  
Implikasi dari penelitian ini ialah dimana mahkamah konstitusi yang 
seharusnya menerima pengujian materi undang-undang pasal 284,285 dan 292 
tentang asusila. Karena besar harapan masyarakat Agar para hakim yang terlibat 
dalam putusan tersebut dan pemerintah khususnya kota Makassar agar lebih bisa 




A. Latar Belakang Masalah 
Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan 
tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah 
terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya 
kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk 
memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah 
peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk 
mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang 
melanggar hukum.1 
 Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji 
materi Pasal 284 tentang Perzinahan ayat (1) KUHP berbunyi dihukum penjara 
selama lamanya sembilan bulan, 1a Bagi laki laki yang beristri, berbuat zina sedang 
diketahuinya, bahwa pasal 27 KUHPerdata (sipil) berlaku padanya, b Perempuan 
yang bersuami berbuat zina, 2a laki laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang 
diketahuinya bahwa kawanya itu bersuami, b perempuan yang tiada bersuami yang 
turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahinya bahwa kawanya itu beristri dan 
pasal 27 KUHPerdata berlaku pada kawanya”. Pasal 285 tentang pemerkosaan yang 
berbunyi "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan 
pidana penjara paling lama dua belas tahun", dan Pasal 292 tentang pencabulan 
Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis 
                                                 





kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum 
dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (KUHP 294, 298.) 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang, banyak pihak yang 
salah dalam memahami putusan tersebut.Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi 
memperjelas rumusan delik kesusilaan yang diatur dalam ketiga pasal tersebut. 
Sementara, terhadap pokok permohonan, seluruh hakim konstitusi mempunyai 
perhatian yang sama terhadap fenomena yang dipaparkan Pemohon. 
 Namun, lima hakim berpendapat bahwa substansi permohonan dimaksud 
sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah secara 
mendasar baik subjek yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, sifat 
melawan hukum perbuatan tersebut, maupun sanksi/ancaman pidananya.2 
 Pada putusan Mahkamah Konstitusi masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-
isu atau pernyataan yang menyesatkan karena keluar dari substansi putusan 
mahkamah konstitusi. Tidak ada satu kata pun dalam amar putusan dan pertimbangan 
mahkamah yang menyebut istilah LGBT (lesbian, gay, bisexsual, transgender). 
 Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang substansiya memberikan 
pemaknaan terhadap suatu norma undang-undang, baik memperluas atau 
mempersempit norma dimaksud. Akan tetepi, hal itu terbatas pada undang-undang 
bukan mengubah sesuatu yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak 
pidana. 
 Mahkamah Konstitusi memang tidak boleh membuat norma. Namun, larangan 
zina dan LGBT bisa diakomondasi dalam undang-undang. Di RUU KUHP. Pada 
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pasal 292 KUHP dan Pasal 494 RUU-KUHP 2008 ditemukan adanya perbedaan pada 
segi hukuman dan batasan umur orang yang dapat dijadikan pasangan homoseksual 
yaitu : 
1. Segi hukuman. Pasal 292 KUHP menentukan hukuman penjara paling lama 
lima tahun, sedangkan pasal 494 RUU-KUHP 2008 menentukan hukuman 
pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tujuh tahun. 
2. Segi usia. Pasal 292 KUHP menentukan batasan usia orang yang dapat 
dijadikan pasangan homoseksual adalah “yang diketahuinya atau sepatutnya 
harus diduganya belum dewasa”, dalam pasal 494 RUU-KUHP 2008 
disebutkan secara tegas bahwa pasangan yang dapat di jadiakan pasangan 
Homoseksual adalah orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun.3 
 Di zaman modern ini pula, banyak Negara yang menerima hubungan 
semacam itu, bahkan melindungi kaum Gay dan lesbian dengan alasan hak asasi 
manusia. Masyarakat dunia bahkan di komunitas Muslim, boleh dibilang makin 
permisif dengan hubungan sesama jenis. Mereka mengaku tidak bisa menolak 
kelompok ini dan meyakini bahwa tuhan juga telah menciptakan manusia dalam 
kondisi seperti itu.4 
 “LGBT phenomenon into a "hot issue" in the international and national 
levels. LGBT phenomenon in Indonesia would result in the pros and cons of the 
community. Various groups of people, mainly from religious groups opposed to the 
existence of the phenomenon. On the other hand, there are also groups that support 
the LGBT community in Indonesia, the main actors and human rights activists 
                                                 
 3Neng Djubaedah, Perzinaan (Jakarta: Kencana, 2010), h. 90-91. 





(Human Rights). Most LGBT people found contrary to the noble values of Pancasila, 
but on the other hand assumes that actors LGBT community is not sexual deviation, 
and shall have the rights and equality. It is thus necessary to do a study to determine 
the response of the people of Indonesia respond to the phenomenon of LGBT 
specifically in this case the younger generation, as well as to determine whether or 
not the phenomenon of LGBT contrary to the basic values of Pancasila as the State 
Indonesia.” 
 Fenomena LGBT menjadi "isu panas" di tingkat internasional dan nasional. 
Fenomena LGBT di Indonesia akan berakibat pada pro dan kontra masyarakat. 
Berbagai kelompok masyarakat, terutama dari kelompok agama menentang eksistensi 
fenomena tersebut. Di sisi lain, ada juga kelompok yang mendukung komunitas 
LGBT di Indonesia, aktor utama dan aktivis hak asasi manusia (HAM). Sebagian 
besar orang LGBT terbukti bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, namun di 
sisi lain anggap bahwa pelaku komunitas LGBT bukan penyimpangan seksual, dan 
berhak dan setara. Dengan demikian perlu dilakukan suatu penelitian untuk 
mengetahui respon masyarakat Indonesia terhadap fenomena LGBT khususnya dalam 
hal ini generasi muda, sekaligus untuk mengetahui apakah atau tidak fenomena 
LGBT bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. sebagai Negara Indonesia.5 
Hal tersebut dipicu oleh banyaknya fenomena pemberitahuan maupun 
aktivitas dari anggota LGBT dalam media populer sehingga masyarakat semakin 
familiar. Hal tersebut turut meramaikan pembahasan LGBT sekarang ini.  
                                                 
5Wawan Setiawan, Dan Yudhitiya Dyah Sukmadewi, “Peran Pancasila Pada Era Globalisasi: 
Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena Lgbt Di Indonesia.” Jurnal Dinamika Sosial Budaya, vol. 







Faktor penyebab homo seks dan lesbian mungkin pembawaan, dan 
kebanyakan pengaruh dari luar. Penyebab dari luar antara lain ; orang selalu hidup 
menyatu dalam kelompok sejenis, tidak pernah atau jarang mau bergaul dengan lain 
jenis. Tidak mengerti dengan hubungan seks antara lain jenis lebih baik dan lebih 
nikmat dari pada homo seks. Tidak tahu bahwa hal tersebut dilarang oleh agama, atau 
pernah mendapatkan kekecewaan yang mendalam dari lain jenisnya, sehingga ia 
benci dan jijik terhadapnya, atau menganggap lawan jenisnya sama dengan 
ibunya/bapaknya, serta perasaan setia kepada kelompok sejenis masa kanak-kanak 
terbawa hingga dewasa dan sebagainya.6   
Dari persfektif yang di atas semuanya memiliki sebuah kesamaan yaitu 
mencari kesenangan baik dari segi prikis ataupun psikologis dan mereka bisa 
melakukan hubungan dengan sesama jenis, bukan melakukannya dengan lawan jenis 
seperti orang normal.  
Beragamnya sifat halus pergaulan, peranan, konflik, dan definisi sosial 
seputar perempuan dan lelaki dalam dunia material bercorak fisik dan sekuler, semua 
ini berubah sesuai dengan perjalanan waktu, budaya, dan lokasi geografis perdebatan 
tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dikerjakan oleh kaum perempuan 
biasanya berada pada tataran yang rendah nilainya,  bahkan seringkali berkaitan 
dengan isu-isu politik, sosio-ekonomi, sekaligus upaya pengendaliannya. Seseorang 
boleh jadi bisa mengendalikan orang lain secara fisik.7 
Berdasarkan uraian tersebut penulis memahami penting melakukan  penelitian  
yang  hasilnya akan dijadikan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul : Persepsi 
                                                 
 6Sattu Alang, Terapi Mental dan Terapi Islam  (Makassar: PPIM IAIN Alauddin, 2001), h. 
166-167. 





Masyarakat Kota Makassar Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 
46/PPU-XIV/2016 Tentang LGBT Dan Kedudukan Hukumnya Dalam Islam 
(Studi Kasus Kota Makassar). 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini berfokus pada penelitian mengenai persepsi masyarakat 
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PPU-XIV?2016 Tentang LGBT Dan 
Kedudukan Hukumnya Dalam Islam. 
2. Deskripsi Fokus Penelitian 
Untuk lebih terarahnya penelitian ini, dan untuk tidak menimbulkan 
kekeliruan dalam menginterprestasikannya, maka penulis memberikan batasan judul 




4. Mahkamah Konstitusi 
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
Persepsi Tindakan menyusun, mengenali, 
dan menafsirkan informasi sensoris 
guna memberikan gambaran dan 
pemahaman tentang lingkungan. 
Masyarakat Sekelompak orang yang mebentuk 
system semi terbuka dan tertutup, di 





individu-individu yang berada dalam 
kelompok tersebut. 
Putusan Pernyataan hakim yang 
dituangkan dalam bentuk tertulis dan 
diucapkan oleh hakim dalam sidang 
terbuka untuk umum sebagai hasil dari 
pemeriksaan perkara gugatan 
(Kontentius). 
Mahkamah Konstitusi Salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
C. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang  masalah yang  telah dikemukakan di atas dapat 
dirumuskan suatu pokok permasalahan skripsi ini yaitu “ Bagaimana Persepsi 
Masyarakat  Kota Makassar Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-
XIV/2016 Tentang LGBT Dan Kedudukan Hukumnya Dalam Islam yang dibagi 
dalam beberapa sub masalah yaitu: 
1. Bagaimana  dampak putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PPU-XIV/2016      
Tentang LGBT terhadap Masyarakat Sosial ? 
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat  Kota Makassar Terhadap Putusan 
Mahkamah  Konstitusi No. 46/PPU-XIV/2016 Tentang LGBT ? 






D. Kajian Pustaka 
Dalam  hal ini penulis melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian ilmiah 
secara umum. Sepanjang sepengetahuan  penulis, belum ada menemukan hasil  
penelitian  ilmiah  mahasiswa yang langsung memuatkan fokusnya pada kasus 
LGBT. Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan 
dengan judul skripsi ini. 
Pertama, Sattu Alang, dalam bukunya “Kesehatan Mental Dan Terapi Islam” 
tahun 2001. Buku ini berisi penjelasan-penjelasan  mengenai persoalan lingkungan 
anak sejak pertumbuhannya sampai kepada usia sekolah dan remaja di dalam buku ini 
tidak membahas menganai tentang Biseksual dan trangender sebagaimana biseksual 
dan transgender itu merupakan segala sesuatu perbuatan yang menyimpang pula. 
Kedua, Imam Adz-Dzahabi, “Dosa-Dosa Besar (Penjabaran Tuntas 70 Dosa 
Besar Menurut Al-Qur’an Dan As-sunnah)”, 2001. Buku ini berisi penjelasan-
penjelasan Dosa-Dosa besar yang salah satunya Liwath, sedangkan penulis 
membahas pula tentang Lesbian, Bisexsual, Transgender. 
Ketiga, Muhammad Erwin, “Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap 
Hukum),2 012. Buku ini terkait dengan Isu LGBT namun tulisan ini menitik beratkan 
pada persoalan Homoseksualnya saja antara lain peran dan tingkah lakunya. 
Keempat, buku Mardan, “Simbol Perempuan dalam Kisah Al-Qur’an” dalam 
bukunya dia hanya membahas tentang bagaimana perbedaan dan persamaan laki-laki 
dan perempuan serta peranannya, tetapi dalam buku ini dia tidak membahas 
bagaimana dengan peran LGBT itu sendiri. 
Kelima, buku Nila Sastrawaty, Dalam bukunya “Laki-Laki dan Perempuan 





membahas tentang beberapa konsep gender yang salah satu bagiannya terdapat 
perbedaan gender dan jenis kelamin, tetapi buku ini tidak terdapat bagaimana dengan 
transgender yang banyak orang lakukan hal tersebut.  
Keenam, Iman Santosa, “Sosiologi” dalam bukunya terdapat beberapa 
pembahasan di rana social dan dalam bukunya pula terdapat salah satu pembahasan 
tentang “sex and sexuality (sex dan sexsualitas)” yang isinya mengenai penjelasan 
istilahnya. Tetapi tidak membahas tentang macam-macam sex lainnya seperti LGBT.  
Sepengetahuan penyusun belum ada penelitian secara khusus yang membahas 
tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-
PXIV/2016 Tentang LGBT Dan Kedudukan Hukumnya Dalam Islam. 
E. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan penelitian  
a) Untuk mengetahui dampak putusan Mahkamah Konstitusi 
No.46/PPU-XIV/2016 tentang LGBT terhadap masyarakat sosial. 
b) Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Makassar terhadap 
putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-XIV/2016 tentang LGBT. 
c) Untuk mengetahui Kedudukan Hukumnya dalam Islam. 
2. Kegunaan yang akan dicapai dalam pembahasan skripsi penelitian yang 
dilakukan yang mempunyai kegunaan sebagai berikut: 
a) Yaitu dalam rangka menciptakan dan menambah wawasan terhadap 
masalah-masalah seksual yang telah terjadi dan dalam usaha 





b) Untuk membantu mengembangkan kepada masyarakat dan lingkungan 
Mahasiswa agar lebih menyadari pentingnya mengetahui tentang 












  BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pengertian LGBT 
LGBT itu sendiri adalah sebuah singkatan yang memiliki arti Lesbian, Gay, 
Bisexual dan juga Transgender dan arti dari semua istilah tersebut dapat dilihat di 
bawah ini. 
 Lesbian : lesbian itu berarti seorang perempuan yang mencintai atau 
menyukai perempuan, baik dari segi fisik ataupun dari segi seksual dan juga 
spiritualnya, jadi memang hal ini sangatlah menyimpang. 
 Gay :  Sedangkan gay sendiri adalah seorang laki-laki yang menyukai dan 
juga mencintai laki-laki (Homoseks)1, dan kata-kata gay ini sering disebutkan untuk 
memperjelas atau tetap merujuk pada perilaku Homoseksual. 
 Bisexual : Bisexual ini sedikit berbeda dengan kedua pengertian diatas karena 
orang bisexual itu adalah orang yang bisa memiliki hubungan emosional dan juga 
seksual dari dua jenis kelamin tersebut jadi orang ini bisa menjalin hubungan asmara 
dengan laki-laki ataupun perempuan. 
 Transgender : sedangkan untuk transgender itu adalah ketidaksamaan dari 
identitas gender yang diberikan kepada orang tersebut dengan jenis kelaminnya, dan 
seorang transgender bisa termasuk dalam orang yang homoseksual, biseksual, atau 
juga heteroseksual. 
 Homoseksual adalah orang yang mencintai dan ingin berhubungan akrab, 
bahkan ingin berhubungan intim dengan seksama. Cinta itu mungkin hanya dari satu 
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pihak mungkin pula berbalasan. Hal ini terjadi pada masa mereka yang hidup 
terpencil, tak mungkin berhubungan seks lain tapi dapat pula karena kurang mendapat 
pendidikan minat dan rasa cinta yang wajar, serta adanya perasaan tertekan yang 
berlarut-larut, tidak senang pada seks lain. Atas perbuatan itu ia merasa berdosa, 
bersalah makin meliputi dirinya sering mengalami perasaan ingin mati, kadang-
kadang mereka melakukan bunuh diri.2 Sedangkan Homoseks adalah Hubungan seks 
dengan pasangan sejenis (pria dengan pria).3  
 “The existence of lesbian, gay, bisexual, or transgender (in Indonesia known 
as LGBT) has become a sexual problem ini human’s life. These minority people 
considerably have a sexual deviance in their life. Therefore, sometimes, they are 
discriminated and violated by people who dislike their existence. Eventhough, on the 
other side, every man has an affinity rights in Law. Besides, LGBT is not an epidemic 
disease in society entirely. Some of them has contributed in the historical event in the 
past.” 
 Adanya lesbian, gay, biseksual, atau transgender (di Indonesia dikenal sebagai 
LGBT) telah menjadi masalah seksual dalam kehidupan manusia ini. Orang-orang 
minoritas ini sangat memiliki penyimpangan seksual dalam kehidupan mereka. Oleh 
karena itu, kadang-kadang, mereka didiskriminasikan dan dilanggar oleh orang-orang 
yang tidak menyukai keberadaan mereka. Meskipun, di sisi lain, setiap orang 
memiliki hak afinitas dalam Hukum. Selain itu, LGBT bukanlah penyakit epidemi di 
                                                 
 2Sitti Sundari, Kesehatan Mental Dalam Kehidupan (Cet. 1; Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 
2005). h. 80. 
3Kamus Besar Bahasa Indonesia, Homoseks, Edisi 3 (Cet: II. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 





masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dari mereka telah berkontribusi dalam 
peristiwa sejarah di masa lalu.4 
Pada dasarnya dalam konteks negara hukum Indonesia, kita harus menimbang 
segala perilaku bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dalam kacamata hukum. 
Artinya, antarwarga negara dapat saja berbeda pendapat dalam suatu hal. Namun, hal 
tersebut harus dikembalikan pada kajian hukum untuk mendapatkan ‘status yuridis’-
nya: apakah dapat dibenarkan ataukah tidak? Taat pada norma hukum positif (norma 
hukum yang sedang berlaku) adalah suatu konsesi patriotisme yang paling utama 
sebagai sendi-sendi perilaku konstitusionalis dalam bernegara. Sebab dari sanalah 
dapat disemai keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. 
Bertalian dengan hal tersebut, pada kenyataannya kajian hukum tidak hanya 
tentang norma hukum positif tapi juga sejarah hukum dan politik hukum yang berada 
dalam taraf pembangunan hukum, penegakan hukum, dan pengawasan hukum. Hal 
ini diperpanjang dengan fakta adanya kekosongan hukum, interpretasi hukum, norma 
hukum yang kabur, saling tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan. Sehingga, 
selalu ada ruang bagi gagasan atau perilaku apapun, baik yang tidak masuk akal 
sekalipun, untuk terus eksis di kancah kajian atau pendapat hukum. Inilah suatu 
logical plot yang dikenal dengan istilah democratic and constitutional welfare state 
sebagai muatan glosarium ketatanegaraan Indonesia. 
Oleh karenanya, bagi setiap warga negara Indonesia, isu Lesbian, Gay, 
Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam konteks yang paling sederhana, 
setidaknya dapat dipetakan dalam tiga taraf logis dengan menjawab serangkaian 
                                                 
 4Muhammad Trisna Nugraha, “Kaum LGBT Dalam Serjarah Peradaban Manusia.” Vol. 8 
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pertanyaan. Pertama, apakah perilaku LGBT dapat dibenarkan? Kedua, apakah 
konsesi norma hukum Indonesia menerima pelanggengan perilaku LGBT? Ketiga, 
bagaimana secara aktif mengawal penegakan hukum tersebut? 
LGBT saat ini lebih dari sekadar sebuah identitas, tetapi juga merupakan 
campaign substance and cover atas pelanggengan Same Sex Attraction (SSA). 
Perilaku LGBT dimulai dari suatu preferensi homoseksual, kemudian mewujud 
dalam perbuatan homoseksual, lalu pada akhirnya melekat dalam bentuk perjuangan 
untuk diterima sebagai perilaku normal dalam membentuk institusi keluarga.  
Preferensi homoseksual itu hadir dalam keyakinan atas aktualisasi diri, 
pemikiran berisi pembenaran preferensi tersebut, dan keinginan yang mendorong 
untuk merealisasikannya. Perbuatan homoseksual itu mewujud dalam hubungan 
interpersonal sesama homoseksual. Selanjutnya, pembentukan keluarga LGBT adalah 
fase paling mutakhir dalam melanggengkan kedua perilaku yang lainnya, baik 
preferensinya maupun perbuatannya sebagai homoseksual. 
Perilaku LGBT pada gilirannya akan mendorong hadirnya pemahaman yang 
menyimpang tentang seksualitas. Dikatakan menyimpang karena tidak dapat 
menyatukan antara keinginannya dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan, sehingga 
terjadi gangguan keberfungsian sosial. Faktanya, tidak ada satu pun agama, nilai 
kemanusiaan, atau nilai kemanfaatan manapun yang membenarkan perilaku 
demikian. Barangkali satu-satunya dasar pemikiran yang membenarikan ialah 
falsafah etis hedonisme yang tidak rampung.  Aristippus sebagai tokoh falsafah 
hedonisme dan murid Socrates menyebutkan bahwa yang terpenting dalam hidup 
manusia adalah kesenangan. Namun, apabila kita melihat seluruh catatan filsafat 





yang dimaksud itu adalah hal yang secara langsung diingini oleh hasrat yang fana. 
Seluruhnya mengarahkan pada pemikiran untuk mencapai kesenangan yang hakiki 
dimana berlaku pengendalian diri dan kesejatian insani. 
Telah nyata bahwa wahyu Tuhan mengutuk perilaku homoseksual. Juga tidak 
akan ada akal sehat yang membenarkannya. Pun tidak akan ada pandangan 
berwawasan kebangsaan yang akan membelanya. Di luar itu, cuma akal dan 
pandangan yang bertekuk lutut di bawah hasrat pemenangan diri sendiri atau 
ketidaksadaran atas perusakan tatanan kemasyarakatan yang bermartabat saja yang 
mungkin mendukungnya. 
Bangsa Indonesia ini, kata Soepomo, dibangun dalam suatu tatanan 
integralistik. Artinya, kita adalah masyarakat organis. Setiap diri kita adalah anggota 
dari rumpun keluarga-keluarga. Model kemanusiaan kita sebagai orang Indonesia 
adalah pemuliaan generasi dengan jelasnya garis keturunan yang membentuk 
rumpun-rumpun kemasyarakatan. Inilah jati diri pertama dalam bangunan hukum 
nasional pasca proklamasi kemerdekaan pada 1945.  
Sebaliknya, pembukaan konstitusi kita memuat dengan konteks berpikir yang 
berbeda: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan 
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar. 
Kita memiliki worldview sebagai bangsa, antara anak dan orangtua, guru dan 





tetangga. Bangsa ini adalah bagian dari keutuhan diri kita sendiri. Kita memiliki 
worldview sebagai kesatuan masyarakat organis yang meraih pencerdasan, bukan 
sekedar meraih pemenangan pribadi-pribadi. Oleh karenanya, istilah hak asasi 
sebagaimana dimaksudkan dalam terminologi Barat, tidak pernah masuk dalam 
alternatif luaran diskusi para founding fathers. 
Cara berpikir kita dalam menghargai setiap generasi adalah dengan 
memposisikan jati diri pada tempatnya, yakni bak seorang anak yang mendapatkan 
tempat tumbuh kembang yang baik. Cara berpikir kita bukan seperti dalam 
mukadimah Piagam PBB yang memberikan apa-apa yang diingini setiap orang per 
orang. Hal semacam itu hanya akan membawa pada kemunduran generasi, karena 
kebanyakan keinginan hanya berisi kerakusan yang menghancurkan. Oleh karenanya, 
perilaku seksual adalah hal yang diatur secara ketat dalam suatu ikatan perkawinan. 
Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 merumuskannya sebagai: “Ikatan lahir batin antara 
seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“ Perilaku seksual hanya diwadahi 
dalam perkawinan yang merupakan “ikatan lahir batin” yang bertujuan membentuk 
keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia bukan sekedar catatan sipil, tapi 
lebih dari itu adalah pengurusan sebuah tatanan kemasyarakatan. 
Sebab, satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual adalah 
pemeliharaan generasi. Perilaku seksual tidak boleh dilakukan di luar konsesi ini, 
sebagaimana halnya pelatihan militer tidak boleh dilakukan di luar tujuan 
mempertahankan kedaulatan negara.Jadi, secara terang, pelanggengan perilaku LGBT 
sebagaimana halnya pemerkosaan, perzinahan/ perselingkuhan, dan seks bebas 





Kesemuanya itu bukan hanya jahat kepada satu atau dua orang, tetapi juga 
kejahatan bagi pemuliaan generasi. Perilaku tersebut secara jelas menghilangkan 
satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual yang dikaruniakan Tuhan Yang 
Maha Esa. 
Permasalahan melebar ketika perilaku LGBT dihubungkan dengan hak-hak 
lainnya sebagaimana rilis yang dimuat Komnas HAM pada 4 Februari 2016. Secara 
mutakhir, rilis Komnas HAM tersebut merujuk pada Prinsip-Prinsip Yogyakarta (The 
Yogyakarta Principles) Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 
tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Permen 8/2012). Dengan alasan 
pembelaan atas hak berkumpul dan hak atas rasa aman kaum LGBT, Komnas HAM 
melayangkan “teguran” kepada para pejabat negara yang dianggap memberikan 
pernyataan “naif”. 
Mengutip Permen 8/2012, Komnas HAM beranggapan bahwa LGBT adalah 
komunitas yang diakui oleh negara. Mungkin, Komnas HAM lupa bahwa konteks 
Permen 8/2012 bukan dalam preferensi pembelaan tapi perlindungan. Tidak seperti 
Komnas HAM dalam rilisnya, Permen 8/2012 samasekali tidak memuat norma yang 
membenarkan perilaku LGBT. Poin paling penting ialah bahwa Permen 8/2012 
diperuntukkan bagi operasional pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah 
sosial. Bahkan, terhadap poin 14 lampiran Permen 8/2012 yang dikutip, Komnas 
HAM alpa untuk menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat muatan bahwa gay, 
waria, dan lesbian adalah kelompok dengan gangguan keberfungsian sosial yang 
memiliki kriteria: a. gangguan keberfungsian sosial, b. diskriminasi, c. Marginalisasi, 





adalah rumusan pandangan (sumber doktrinal) yang samasekali tidak diadopsi dalam 
hukum nasional. Tidak sepantasnya Komnas HAM sebagai lembaga negara 
menegakkan pendapat-pendapat yang belum diterima secara positif oleh pejabat 
pembuat perundang-undangan yang berwenang. Terlebih lagi apabila pendapat 
tersebut bertentangan dengan substansi konstitusi dan falsafah kebangsaan 
Indonesia.5 
 Penyimpangan secara sederhana didefinisikan sebagai tindakan yang tidak 
sesuai dengan norma-norma sosial, jadi, tanpa norma sosial tidak akan ada 
penyimpangan, masyarakat melalui norma-norma sosial mendefinisikan 
penyimpangan, dan karenanya penyimpangan suatu konsep sosiologis muncul dari 
“Persfektif Masyarakat”, Menurut sosiologi standar moral dan amoral dari tingkah 
laku hanya dapat diukur dengan norma-norma sosial dari masyarakat di mana 
tindakan-tindakan tersebut terjadi.6 
 Sosiologi mempelajari perbuatan manusia dalam masyarakat, di mana hal ini 
juga merupakan objek kajian dalam ilmu akhlak. Manusia tidak dapat hidup tanpa 
bermasyarakat. Dalam hal ini, ilmu akhlak meberikan gambaran mengenai bentuk 
masyarakat yang ideal, menyangkut perilaku manusia yang baik dan seseuai dengan 
ajaran agama dalam masyarakat.  
 Sosiologi memperlajari tingkah laku, bahasa, agama, dan keluarga, bahkan 
pemerintah dalam masyarakat. Semua hal tersebut berkaitan dengan tingkah laku 
yang timbul dari kehendak jiwa (akhlak). Dengan demikian, sosiologi berkontribusi 
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pada ilmu akhlak, dalam merumuskan pengertian tingkah laku manusia dalam 
kehidupannya.7  
 Tuhan menciptakan manusia tidak hanya berjenis kelamin laki-laki dan 
perempuan. Tetapi ternyata ada juga “jenis kelamin ketiga”. Jenis ini terkait dengan 
kondisi fisik, psikis dan orientasi seksual. Kita mengenal ada kelompok lesbian, gay, 
biseksual dan transsexual (LGBT). Perdebatan soal homoseksual (LGBT) sebenarnya 
sudah lama terjadi. Pada mulanya muncul pertanyaan, apakah hubungan seks sejenis 
itu merupakan penyakit, atau sebuah perilaku seks yang menyimpang? Lalu, 
bagaimana pandangan Islam yang ideal terhadap masalah ini? Homoseks Dalam 
Sejarah Muslim. 
“Liwath (homosexsual) dihukum satu perbuatan yang sangat keji.” Hukum 
kekejian liwath, tidak diperselisihkan. “para peliwath dijatuhkan hukum had.” Kata 
Abu Hanifah : Dita’zirkan saja buat kali yang pertama. Kalau telah berulang-ulang 
kali, barulah dihukum bunuh. “Had yang dijatuhkan atas peliwath, rajam; baik 
peliwath itu masih perawan atau pun sudah janda.”  
Dari pendapat yang satu lagi dari Asy Syafi’y, had zina. Dilihat apakah dia 
perawan atau tidak. Kalau yang meliwathi itu muhshin, dirajam. Kalau bukan, 
dicambuk saja. Ahmad begini juga pendapatnya. Malik menyetujui pendapat Asy 
Syafi’y yang pertama. “Pensaksian Liwath, empat orang lelaki yang adil.” Begini 
juga pendapat Malik, dan Ahmad. Kata Abu Hanifah : Cukup dua orang saja.8 
 Homoseks telah mengukir sejarah tersendiri dalam perjalanan umat manusia. 
Sejarah telah meriwayatkan, bahwa seks sesama jenis telah ada dan menjadi salah 
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satu bagian dari pola seks manusia. Berbagai kitab suci seperti al-Quran, Injil, dan 
Taurat telah memperbincangkan serta menuliskannya. Meskipun perilaku seksual 
sejenis itu dikutuk, namun pada kenyataannya, masyarakat Muslim sendiri telah 
mempraktekkan tradisi tersebut. Sudah barang tentu, dengan latar belakang dan 
pelaku yang berbeda, seperti yang dilakukan di lingkungan istana dan juga di 
kalangan masyarakat kebanyakan. 
 Homoseksual dan kecenderungan seks pada anak laki-laki kecil (pedofilia), 
serta minum arak di tempat-tempat pertunjukan musik, bukanlah kenyataan yang 
ganjil dalam sejarah perilaku umat Islam. Pemerintahan Islam, dari Bani Umayyah, 
Abbasiah, Fathimiyah hingga Utsmaniah, diramaikan oleh kemeriahan suasana 
seksualitas. Tak hanya terpancang pada kenyataan kuatnya tradisi haram atau 
pergundikan, tapi juga warna-warni seksualitas yang dianggap menyimpang.  
Hubungan seksual antara dua jenis kelamin yang berlainan sifat dan jenisnya, 
yaitu antara pria dan wanita, disebut sebagai relasi hetero-seksual. Jika dilakukan di 
antara dua orang dari jenis dari jenis kelamin yang sama, disebut sebagai 
homoseksual. Maka, tujuan dari setiap macam pendidikan itu pada intinya ialah tidak 
hanya membimbing anak muda yang belum dewasa menjadi dewasa saja akan tetapi 
juga: membimbing pemuda menjadi pria dewasa, dan membimbing anak gadis 
menjadi wanita dewasa.9 
Adanya pencercaan terhadap keluarga kaum musyrik yang ditaklukkan yang 
kemudian banyak dijadikan pelayan; timbulnya perasaan keterasingan, serta 
pergaulan yang lebih banyak dengan laki-laki. Faktor-faktor inilah yang kemudian 
melahirkan laki-laki yang bersifat kewanita-wanitaan. Dalam lingkungan seperti ini, 
                                                 





hubungan homoseksual lambat laun terjadi. Disebutkan juga, bahwa perempuan yang 
pertama kali berani menampakkan praktik lesbian pada masa itu adalah istrinya 
Nu’man ibn Mundzir. 
Keberadaan kaum homoseks senantiasa dihubungkan dengan contoh historis 
kisah perilaku umat Luth. Dikemukakan bahwa Tuhan sangat murka terhadap kaum 
Nabi Luth yang berperilaku homoseksual. Kemurkaan Tuhan itu diwujudkan dengan 
menurunkan hujan batu dari langit dan membalikkan bumi. Akhirnya kaum Luth 
hancur lebur, termasuk istrinya, kecuali pengikut yang beriman pada Luth. 
 Praktik homoseksual, disebutkan oleh kalangan ahli tafsir diantaranya al-
Thabathaba’i dalam kitab al-Mizan, untuk pertama kalinya dilakukan oleh kaum 
Nabi Luth. Dalam Hadits juga dikatakan, “Yang mengawali perbuatan homoseksual 
adalah kaum Nabi Luth”. Dalam al-Quran, kaum Luth dilukiskan sebagai penyembah 
berhala, penyamun, dan menjalankan praktik homo-seksual, sehingga menjadi adat 
kebiasaan masyarakat. 
 Dari kisah kaum Luth inilah kemudian ditegaskan hukum keharaman perilaku 
homoseksual yang terus berurat berakar di benak masyarakat Muslim. Ulama tafsir, 
Fakhruddin al-Razi berkesimpulan bahwa homoseksual adalah perbuatan keji 
berdasar pada keputusan alami tanpa memerlukan alasan-alasan yang lebih konkrit. 
Al-Razi hanya menunjukkan bahwa larangan homoseksual, meskipun bisa mencapai 
kenikmatan, tetapi menghalangi tujuan mempertahankan keturunan. Padahal, Allah 
menciptakan kenikmatan senggama untuk meneruskan keturunan.  
 Selain itu, argumen yang dikemukakan adalah, bahwa kerugian yang 
diakibatkan oleh hukuman (jarimah) homoseksual lebih “ringan” daripada kerugian 





keturunan, tidak demikian dengan perbuatan zina. Hubungan kelamin sejenis tidak 
menimbulkan masuknya sperma seperti pada kasus zina. Oleh karena itu, paling-
paling dihukum ta’zir, semisal dipenjara. 
Para ahli fikih juga tak sepakat terhadap sanksi hukum yang patut dijatuhkan 
kepada pelaku tindak homoseksual. Sekurang-kurangnya, ada tiga jenis sanksi hukum 
yang ditawarkan dalam kitab-kitab fikih. Pertama, pelaku tindakan homoseksual 
seharusnya dibunuh. Kedua, dikenakan hukuman pidana (had) sebagaimana had zina, 
yaitu jika pelakunya belum kawin, maka ia harus dicambuk. Tetapi, jika pelakunya 
orang yang pernah atau sudah kawin, maka ia dikenakan hukuman rajam sampai 
mati. Ketiga, dipenjara (ta’zir) dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim. 
 Imam Malik bin Anas, pendiri madzhab Maliki sudah mengingatkan supaya 
berhati-hati dan tidak main hakim sendiri dalam memperlakukan kaum homoseksual. 
Kata imam Malik: ”Jika ada seseorang berkata kepada seorang laki-laki; “wahai 
pelaku perbuatan nabi Luth”, maka justru dialah yang layak dihukum cambuk.”10 
B. LGBT Dalam Islam  
 Pada ajaran Agama Islam LGBT itu dikenal didalam 2 buah istilah yaitu 
Liwath (gay) Sihaaq (lesbian), dan kaum gay itu memang sudah ada sejak zaman 
dahulu, perbuatan hubungan seksual yang menyimpang ini sudah ada sejak kaum 
Luth ‘Alaihis salam, dan kata Liwath memang dibuat sebagai sebutan untuk kamu 
dari Nabi Luth ‘Alaihis Salam karena kaum Nabi Luth ‘Alaihis salam yang pertama 
kali melakukan perbuatan yang menyimpang ini, dan Allah Swt memberi nama 
                                                 






perbuatan yang menyimpang ini dengan perbuatan keji (fahisy) dan juga melampaui 
batas (musrifun). 
 Setelah beriman dan berhijrah, Luth a.s, bersama Ibrahim meninggalkan irak 
menuju negri Sadom, goa Urdun berdasarkan perintah Allah Swt, meninggalkan 
kekejian, memerangi kerusakan, perampokan terhadao orang-orang yang melintas, 
melakukan kemungkaran dan lainnya. Dalam dakwahnya luth terbilang berani, kuat, 
terang-terangan dan teguh hati, tidak pernah berhenti memberi peringatan dan 
ancaman, mengarahkan dan memperbaiki, hanya saja kaum fisik itu dikuasai oleh 
cinta terhadap kekejian dan kemungkaran, mereka tidak menerima seruannya, bahkan 
melawan, berusaha mengusir dan menjauhkannya dari kampung halaman mereka. 
 Makna penjelasan dalam Alqur’an tentang kaum Nabi Luth, yaitu wahai Nabi, 
ingatlah pada luth dan kisahnya bersama kaumnya saat Allah Swt mengutusnya untuk 
penduduk negeri Sadom lalu mengingkari perbuatan yang mereka seraya 
mengingatkan dan mengancam, “Patutkah kalian melakukan kekejian yang belum 
pernah dilakukan oleh siapapun sebelum kalian? Kekejian yang dimaksud adalah 
perilaku homoseksual, inilah kemaksiatan yang pertama kali dilakukan kaum Luth. 
 Selanjutnya Luth menegaskan pengingkarannya terhadap seluruh tindakan-
tindakan buruk mereka, “kenapa kalian menggauli sesame lelakindengan syahwat, 
bukannya wanita? Inilah penyimpangan dalam jiwa dan perilaku kalian yang 
menghancurkan.”11 
  Allah berfirman dalam surah QS Al-A’raf/7: 80. 
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Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia Berkata 
kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah 
dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"
12
 
 Terkait dengan ayat diatas, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Luth adalah 
Haran bin Azar, yaitu anak saudara kemenakan Ibrahim AS. Allah swt mwngutus 
Nabi luth kepada penduduk Sadum dan daerah sekitarnya untuk mengajak mereka 
supaya beriman kepada Allah swt. Dikaum Nabi Luth perbuatan Keji yang mereka 
lakukan yaitu perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelumnya. 
Yaitu hubungan badan antara laki-laki dan laki-laki. Perbuatan ini sama sekali belum 
pernah dikenal, dikerjakan, dan bahkan terbesit dalam hati umat manusia, anak 
keturunan Adam, kecuali setelah dilakukan oleh penduduk Sadum.  
 Oleh karena itu Nabi Luth mengatakan kalian berpaling dari wanita dan apa 
yang telah diciptakan Rabb kalian utunk kalian pada wanita tersebut dan justru 
cenderung pada sesame lelaki,. Dan demikian itu benar-benar perbuatan melampui 
batas dan bodoh, karena telah mengakibatkan sesuatu pada tempatnya. Namun 
mereka sama sekali tidak mau menemui suruhan Luth, kecuali dengan tekad untuk 
mengusir dan membinasakan Luth dan para pengikutnya dari tengah tengah mereka.13  
Memanglah perbuatan menyimpang ini  sangatlah dibenci oleh Allah Swt dan 
juga Rasulullah Saw bahkan telah melaknat perbuatan yang menyimpang tersebut dan 
hal ini juga telah disampaikan pada kitab Al-Kabair di halaman 40 yang ditulis oleh 
Al-Imam Abu Abdillah Adz-Dzahabiy Rahimahullah kalau pelaku homo ini adalah 
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salah satu dosa besar dan didalam kitabnya beliau telah berkata kalau Allah telah 
menyebutkan kitab dari kisah kaum Luth dan juga di dalam Al-Qur’an Al-Aziz, Allah 
SWT telah membinasakan kaum mereka karena perbuatan keji yang dilakukannya, 
dan kaum muslimin dan juga kalangan agama yang ada sudah bersepakat kalau 
perilaku homo ini adalah salah satu dosa besar. 
 Pria dan dan wanita boleh saling mencintai, tetapi cinta mereka harus 
ditempatkan di bawah cinta mereka kepada Allah dan dimaksudkan untuk 
mendekaatkan diri kepada Allah. Karena itu, cinta mereka tidak boleh dinodai dengan 
perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu hubungan seks diluar nikah atau berzina.  
 Salah satu fakta yang harus dicamkan di dalam hati adalah bahwa hubungan 
antara pria dan wanita sesuai hak dan kewajibannya, menurut fitrahnya masing-
masing, pasti akan mendatangkan pada ketetapan ijiwa dan ketenangan hidup.14 
 Pria juga bisa boleh saling mencintai dengan sesama mereka, tetapi tidak 
boleh terjerumus ke dalam perbuatan haram, yaitu homoseks, sebagaimana pernah 
dilakukan oleh umat Nabi Luth. Kemudian wanita boleh pula saling mencintai, tetapi 
tidak boleh jatuh ke dalam perbuatan haram, yakni praktik lesbi. 
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan representasi dari Islam Mayoritas 
yang mendapatkan legitimasi untuk mengeluarkan fatwa dan kebijakan terkait 
persoalan Ummat Islam di Indonesia.15 
 Fatwa “Haram” MUI terhadap kelompok yang memiliki orientasi seksual 
homo (LGBT) dan hukuman mati terhadap pelaku seksual ”menyimpang” membuat 
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rakyat Indonesia terguncang, khususnya mereka yang merasa memiliki identitas 
gender “ketiga”. “Agama” yang seharusnya memberikan jalan kemudahan, seolah-
olah mengubur hidup-hidup seseorang yang memiliki orientasi seksual homo. 
Padahal, instrument hukum regional, nasional dan internasional tentang HAM 
mengakui hak-hak mereka sebagai manusia. Dengan menggunakan pendekatan sosial 
humanites kontemporer.16 
 Dalam fikih, praktik homoseksual dan lesbian mudah dicari rujukannya. Seks 
sesama jenis ini sering disebut al-faahisyah (dosa besar) yang sangat menjijikkan dan 
bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia. Pendapat ulama tentang LGBT : 
Syaikh Sayyid Sabbiq, dalam Fiqh Sunnah menyatakan “Homoseksual 
termasuk kriminalitas yang paling besar, dan ia termasuk salah satu perbuatan keji 
yang dapat merusak eksistensi manusia dan fitrah manusia, agama dan dunia, bahkan 
bagi kehidupan itu sendiri. Karena itu, Allah swt, memberi hukuman bagi pelaku 
kriminalitas ini dengan hukuman yang paling keras. Dia menenggelamkan bumi dan 
segala isinya akibat perbuatan kaum luth as, serta menghujani merek dengan batu dari 
tanah liat yang terbakar”Dalam buku yang sama beliau menyatakan “Rasulullah saw. 
Memerintahkan umat beliau untuk membunuh dan melaknat pelaku homoseks, 
sebagaimana tertera di dalam hadits berikut ini. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu 
Abbas r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda,“Barang siapa yang mendapatkan 
(sebagian umatku) mempraktikkan perbuatan kaum Luth (homoseks), maka bunuhlah 
si pelaku (subjek) dan objeknya” 
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Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi, Direktur Asosiasi Riset Ilmiah Universitas Al-
Azhar Mesir dalam bukunya, Indahnya Syariat Islam menggambarkan buruk dan 
hinanya homoseksual dengan menyatakan “Liwath (homo) bertentangan dengan 
tabiat, adab dunia dan agama. Ia bertentangan dengan adab dunia dan agama karena 
seorang pria merdeka yang bersih tidak rela memposisikan diri sebagai wanita dan 
tidak mau mengenakan pakaian wanita lebih-lebih menjadi objek bagi nafsu syahwat 
pria lain. Alat kelamin masuk ke lobang dubur tempat keluar kotoran dimana 
mendengar namanya saja jiwa tidak suka, maka lebih-lebih menyentuhnya”17 
 Kalau ditelusuri secara gramatikal, tidak ada perbedaan penggunaan kata 
antara homoseksual dan lesbian. Dalam bahasa arab kedua-duanya dinamakan al-
liwath. Pelakunya dinamakan al-luthiy. Namun Imam Al-Mawardi dalam kitabnya al 
Hawi al Kabir menyebut homoseksual dengan liwath, dan lesbian 
dengan sihaq atau musaahaqah. Imam Al-Mawardi berkata, “Penetapan hukum 
haramnya praktik homoseksual menjadi ijma’, dan itu diperkuat oleh nash-nash Al-
Quran dan Al-Hadits”.  
Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam al-Mughni juga menyebutkan, bahwa 
penetapan hukum haramnya praktik homoseksual adalah ijma’ (kesepakatan) ulama, 
berdasarkan nash-nash Al-Quran dan Hadits. Pada pokoknya, fikih memang 
menegaskan bahwa manusia hanya memiliki dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dengan 
penis (dzakar) dan perempuan dengan vagina (farji).   
 Fikih juga mengenal istilah khuntsa, yang kalau diartikan menurut kosa kata 
bahasa Arab adalah seorang waria atau banci. Pada dasarnya, istilah khuntsa ini 
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menempel pada seorang yang secara fisik biologis laki-laki, tetapi mempunyai naluri 
perempuan. Dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab, kata-kata khuntsa diartikan 
sebagai seseorang yang memiliki anggota kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus. 
Bahasa medis mengenalnya dengan istilah hermaprodite atau orang yang berkelamin 
ganda. Jenis kelompok ini, yang populer juga dengan sebutan waria, dimasukkan 
dalam kelompok transeksual, yaitu seseorang yang memiliki fisik berbeda dengan 
keadaan jiwanya. Istilah ini dikenakan pada seseorang yang secara fisik laki-laki, tapi 
berdandan dan berperilaku perempuan. Begitupun sebaliknya, pada kenyataannya ada 
sesorang yang secara fisik perempuan, tapi berpenampilan laki-laki. 
 Tipe seseorang yang berpenis dan tidak punya rahim inilah yang bisa disebut 
dengan gay. Istilah gay biasanya merujuk pada homoseksual laki-laki. Gay memang 
secara fisik berpenampilan laki-laki. Dalam penelusuran terhadap kitab-kitab klasik, 
tipe homoseks telah menjadi kajian khusus. Misalnya, kita baca dalam kitab fikih 
klasik al-Iqna’, karya Syarbini Khathib, menjelaskan bahwa seseorang yang 
bertipe khuntsa musykil tidak sah bermakmum shalat, baik kepada wanita maupun 
laki-laki. Berbeda dengan khuntsa yang sudah jelas keperempuanannya, maka boleh 
bermakmum dan mengimami shalat perempuan normal. Demikian pula, khuntsa yang 
sudah jelas kelaki-lakiannya boleh bermakmum dan mengimami shalat laki-laki 
normal. 
 Para ulama fikih terbelah menjadi dua pendapat yang berbeda. Sebagian 
bersiteguh bahwa naluri gay itu sesungguhnya adalah hasil bentukan lingkungan. 
Solusinya hanya melalui terapi psikologis agar naluri yang bersangkutan bisa 
berubah. Sebagian lagi berpendapat, jika memang sudah semenjak kecil dan sudah 





bila yang bersangkutan misalnya, ingin melakukan ganti kelamin. Cara ini bertujuan 
untuk menghilangkan kesamaran identitas gendernya atau kejelasan anatomi seksnya. 
 Sejatinya, telaah fikih mengenai homoseksualitas berpangkal pada hakikat 
orientasi seksual itu sendiri. Apabila orientasi seksual disebabkan oleh faktor-faktor 
yang bersifat biologis, seperti ketidakseimbangan susunan hormonal atau perbedaan 
kromosom lainnya, maka bila seseorang menjadi gay, lesbian atau lainnya, sifatnya 
sangat kodrati. Dalam hal ini, tidak ada keputusan apa-apa, kecuali melihatnya dalam 
perspektif kekuasaan Tuhan. Kecuali, ada temuan baru yang mampu memengaruhi 
susunan hormonal seseorang sehingga orientasi seksualnya berubah. 
 Dalam kitab-kitab fikih, tindakan hukum terhadap homoseks atau 
penyimpangan seks lainnya tidak dibahas secara khusus. Kasus-kasus yang 
berhubungan dengan sanksi hukum terhadap kaum homoseks, baik yang dilakukan 
dengan paksa maupun suka sama suka, berada dalam pembahasan umum kasus-kasus 
pelanggaran susila. Meskipun secara umum disepakati bahwa tindakan homoseks 
dilarang, bentuk sanksi hukumnya tetap kontroversial. Para ahli fikih umumnya 
menyamakan perbuatan homoseksual dengan perbuatan zina. Karena itu, segala 
implikasi hukum yang berlaku pada zina juga berlaku pada kasus homoseksual. 
Bahkan pembuktian hukum pun mengacu pada kasus-kasus yang terjadi pada zina. 
 Madzhab Hanafi pun tidak memasukkan perbuatan homoseksual sebagai zina. 
Sebabnya, menurut madzhab Hanafi, perbuatan homoseksual tidak memerlukan akad 
resmi seperti dalam pernikahan lazim. Jadi hukumnya tidak pasti, dan perbuatannya 
juga tidak membatalkan haji dan puasa.18 
                                                 






 Diriwayatkan pula bahwa ada segolongan kaum yang dikumpulkan di padang 
mahsyar pada hari kiamat dalam keadaan tangan yang membengkak karena satu 
bentuk perbuatan zina. Mereka dulu di dunia suka melakukan mastribusi. Dalam 
riwayat lain disebutkan bahwa di antara perbuatan kaum luth adalah: bermain dadu, 
mengadu merpati, mengadu anjing, mengadu biri-biri, mengadu jago, masuk 
pemandian umum tanpa busana, serta mengurangi takaran dan timbangan, sungguh 
celakah dia. Ibnu abbas berkata: “sesungguhnya seorang homo yang mati tanpa 
sempat bertaubat, nanti di kuburnya ia akan di serupakan dengan seekor babi.”19  
 Khalid bin walid berkirim surat kepada Abu Bakar bahwa di suatu wilayah ia 
mendapati seorang laki-laki yang menyediahkan diri sebagai pasangan seorang laki-
laki homoseks, digauli pada anusnya. Abu Bakar pun bermusyawarah dengan para 
sahabat lain-nya. Sahabat Ali Bin Abi Thalib angkat bicara, “itu adalah suatu dosa 
yang tidak pernah dikerjakan kecuali oleh satu umat saja, yaitu umatnya luth. Allah 
telah memberitahukan kepada kita apa yang Dia putuskan bagi mereka. Menurut 
hemat saya, orang itu harus dibakar dengan api.” Maka Abu Bakar menulis surat 
jawaban kepada Khalid supaya membakar orang yang ditemuinya itu. Maka khalid 
pun membakarnya.20 
Homoseksual di dalam buku Dr. Mardin dapat digolongkan kedalam tiga 
kategori:21 
 1. golongan yang secara aktif mencari mitra kencan di tempat-tempat             
      tertentu, seperti misalnya, bar-bar homoseksual. 
                                                 
 19Imam Adz-Dzahabi, Dosa-Dosa Besar (Cet. I; Solo: Pustaka Arafah, 2001), h. 92. 
 20Imam Adz-Dzahabi, Dosa-Dosa Besar, h. 95. 





 2. Golongan pasif, artinya yang menunggu. 
 3. Golongan situasional yang mungkin bersikap pasif atau melakukan  
      tindakan-tindakan tertentu. 
Di Indonesia belum ada perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah-
masalah homoseksual. Dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana ada pasal 292 
yang secara eksplisit mengatur soal sikap homoseksual, yang dikaitkan dengan usia di 
bawah umur. Isi pasal itu adalah sebagai berikut: 
 “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama 
kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahu,” 
 Seksualitas dalam islam juga tidak bisa lepas dari synnah Nabi, dalam hal ini 
hadis nabi. Karena hadis nabi merupakan ucapan, tindakan dan persetujuannya atas 
sesuatu peristiwa yang biasanya memiliki kaitan langsung dengan kondisi social 
budaya masyarakat yang terjadi pada masa itu. Dalam catatan syafiq Hasyim/ 
sekurang-kurangnya ada tujuh persoalan seksualitas yang penting untuk dikemukakan 
yaitu, perzinaan, pelacuran dan poligami, perceraian, heteroseksual, homoseksual, 
dan lesbianisme.22 
 Pasal ini menjadi bagian bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam 
hal ini, tidak ditentukan apakah perbuatan itu dilakukan oleh pria atau wanita, 
sehingga dapat disimpulkan berlaku baik bagi homoseksual maupun lesbian. Dari 
pasal itu juga dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dilarang adalah ‘perbuatan 
cabul” dengan orang yang belum dewasa yang sama jenis kelaminannya. Artinya, 
                                                 





perbuatannya yang dilarang yang dikaitkan dengan belum dewasanya (calon) 
korban.23 
 Seluruh manusia mempunyai akal batin (onderbewustzin) Ahli ilmu jiwa 
Freud dan Jung menupas soal-soal jiwa itu dan Freud menekankan bahwasanya 
urusan kelamin-lah yang sangat besar sekali pengaruhnya bertimbun-timbun menjadi 
akal batin itu. Dalam ilmu jiwa islam nafsu itu disebut syahwat. Ilmu jiwa modern 
membagi-bagi syahwat terpendam itu kepada beberapa bagian: seumpama ingin 
berkuasa, ingin menyerah, rasa takut, ingin terkemuka dan lain-lain.24 
C. Hukum LGBT 
 Allah telah mengisahkan kepada kita tentang kaum Nabi luth di beberapa 
tempat dari kitab-Nya, beliau melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan mereka 
tiga kali. Beliau berkata, “ Allah  melaknat orang yang melakukan perbuatan yang 
dilakukan oleh kaum luth. Allah melaknat perbuatan yang dilakukan oleh kaum luth, 
Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum luth. 
Beliau juga bersabda, “Barang siapa yang kalian dapati sedang melakukan 
perbuatan kaum luth maka bunuhlah keduanya. 
 Dan pastinya Hukum LGBT ini adalah haram karena Allah Swt juga telah 
menunjukan bagaimana kaum Nabi Luth ini binasa karena melakukan penyimpangan 
dengan Azab yang sangatlah dasyat dan juga besar, kaum Nabi Luth binasa karena 
tanah tempat tinggal mereka dibalik dan juga diakhiri dengan hujan bebatuan yang 
membuat mereka semua musnah.  
                                                 
 23Soekarno Soekanto, Sosiologi (Cet. XXXV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 
382. 
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Terjemahan : 
Maka kami  jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan 
batu dari tanah yang keras.25 
Adapun Asbabun Nuzul dari ayat tersebut yaitu kaum nabi luth telah 
melampaui batas. Dimana dalam kemabukan mereka melampiaskan nafsu mereka 
terus menerus sampai mereka tidak menyadari kesesatan tersebut. Bahkan kaum nabi 
luth semakin menjadi jadi maka dari itu Allah Swt membinasakan kaum Nabu Luth 
dengan suara keras yang menggeluntur yang terjadi ketika matahari akan terbit. 
Akibat suara yang menggelegar itu Negri kaum Luth yang diatasnya terbalik 
ke bawah, yakni terjadinya kehancuran sehingga menjadi jungkir balik, serta hujan 
batu secara bertubi tubi yang membinasakan mereka. Terkait dengan kehancuran 
negri kaum Luth, juga mengesankan persamaan sanksi itu dengan kedurhanaan 
mereka. Dikarenakan mereka yang memutarbalikkan fitrah. Perilaku seks yang 
menyimpang yang dilakukan sesame jenis dalam menyalurkan hasratnya sesama jenis 
sebagai salah satu contoh memutarbalikkan fitrah Allah Swt. 
Seharusnya pelampiasan syahwat dilakukan dengan lawan seks tetapi mereka 
membaliknya menjadi homoseks. Seharusnya iya dilakukan dengan penuh kesucian, 
tetapi mereka menjungkir balikkan dengan melakukannya penuh kekotoran dan 
kekejian. Seharusnya tidak dibicarakan secara terbuka, tidak dilakukan ditempat 
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umum, tetapi mereka menjungkir balikkan dengan membicarakan di tempat-tempat 
terbuka dan melakukannya ditempat umum. Maka sanksi diberikan sesuai dengan 
perbuatan mereka.26  
Dan sudah sangatlah jelas kalau Hukum LGBT didalam agama islam ini 
sangatlah dilarang dan juga haram, bagaimana jadinya kalau semua orang menyukai 
sesama jenis pastinya sudah sangat menyimpang dari fitrah manusia itu sendiri 
manusia akan musnah karena manusia tidak mau lagi untuk melestarikan 
keturunannya, apabila anda sekarang ini termasuk dalam golongan LGBT segeralah 
bertaubat agar anda bisa mendapat ampunan dari Allah Swt atas dosa besar yang anda 
lakukan, Wallahu a’lam.27  
 Diriwayatkan Nabi Bersabda, “hubungan seks antara sesama wanita 
termasuk perbuatan zina.” (Hadits riwayat at-Thabarany dalam al-Jamii’ al-Kabir. 
Isnadnya tidak cukup kuat.)  
 Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ada empat 
golongan yang di pagi hari mereka dalam kemara-han Allah, dan di sore hari 
mereka dalam kemurkaan Allah SWT.” Seseorang bertanya, “Siapakah mereka, 
wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Laki-laki yang menyerupai perempuan dan 
perempuan yang menyereupai laki-laki orang yang melakukan hubungan seks dengan 
binatang, dan laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan sesama lelaki.”28 
                                                 
26M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an). (Cet; VIII. 
Jakarta: PT Lenterah Hati, 2002). h. 157-158. 
27http://rukun-islam.com/hukum-lgbt/ (01 september 2017). 






 Muncul berbagai pro dan kontra mengenai golongan LGBT. Tak jarang, 
mereka yang menginginkan agar LGBT dilegalkan di Indonesia menjadikan hak asasi 
manusia (HAM) sebagai tameng utama. Kemerdekaan berekspresi merupakan salah 
satu hak fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan 
menjunjung tinggi HAM. Indonesia sebagai salah satu negara hukum, jaminan 
mengenai kebebasan berekspresi diatur dalam UUD 1945 Amendemen II, yaitu 
dalam Pasal 28 E Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas 
kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 
nuraninya”. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan “Setiap orang berhak atas 
kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. 
 Kebebasan seks yang dituntut oleh wanita meningkatkan kadar pelacuran, 
homoseksual, dan lesbian yang turut mendorong kepada pelbagai jenayah seperti 
kelahiran anak luar nikah, pengguguran dan penyakit seperti AIDS sehingga semakin 
menghancurkan peradaban manusia.menurut Muhammad al-Bahi, jika tidak karena 
kemajuan kebendaan dan keteguhan ekonomi serta teknologi , masyarakat barat 
sudah lama hancur lebur.29 
 Realitas menunjukkan bahwa seksual tidak hanya menyangkut hubungan 
antara manusia yang berlainan jenis kelamin, tetapi juga antara manusia sejenis 
bahkan antara manusia dengan binatang atau dengan benda-benda lainnya.30 
 Liberalisme yang melanda dunia sekarang ini terkadang menjadikan remaja 
bingung tentang tugas dan peranan mereka yang sebenarnya. Akibatnya, berlakunya 
                                                 
 29Sitti Asiqah Usman Ali, Peranan Perempuan dalam Periwayatan Hadis (Makassar: 
Alauddin University Press, 2015), h. 20. 






percampuran identitas, lelaki menyerupai perempuan dan perempuan menyererupai 
lelaki.31 
 Pengarahan dan pemahaman yang sehat tentang seks dari aspek kesehatan 
fisik,psikis, dan spiritual. Pendidikan seks merupakan upaya menindaklanjuti 
kencenderungan insting. Manusia. Laki-laki dengan dasar naluri insting sehatnya 
akan mencintai perempuan, dan jika mereka “mencintai selain perempuan” (mim duni 
al-nisa), maka manusia termasuk kelempok yang memiliki nafsu seksual 
menyimpang seperti kaum luth (Homo) yang dilaknat Tuhan.32 
D. Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya LGBT 
 Dimensi perilaku, seksualitas menjadi perilaku seksual, yaitu perilaku yang 
muncul berkaitan dengan dorongan atau hasrat seksual. Dimensi kultural 
menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. 
Kesehatan seksual adalah kemampuan seseorang mencapai kesejahtraan fisik, mental 
dan social yang terkait dengan seksualiutas, hal ini tercermin dari ekspresi yang bebas 
namun bertanggungjawab dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Bukan hanya tidak 
adanya kecacatan, penyakit atau gangguan lainnya. Kondisi ini hanya bias dicapai 
bila hak seksual individu perempuan dan laki-laki diakui dan dihormati. Perilaku 
seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan 
lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Dalam hal ini perilaku seksual pada 
remaja dapat di wujudkan dalam tingkah laku yang bermacam-macam, mulai dari 
perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama.33 
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 32Muhammad Sabir,  Pandangan kesehatan dalam islam  (Cet. I; Makassar: 2014), h. 155. 





 Pada umumnya kelainan atau penyimpangan seksual bersumber dari 
gangguan perkemangan psikologis sejak usia dini. Perkembangan psikologis anak 
banyak di warnai oleh iklim kehidupan keluarga. Apakah harmonis atau tidak, dan 
perlakuan orang tuanya, apakah wajar atau tidak. Perlakuan orang tua yang wajar 
desesuikan dengan potensi anaknya, potensi kelaki-lakian dan atau kewanitaan, tanpa 
melupakan potensi-potensi dan tuntutan social keagamaan lainnya. 
 Ketidakmampuan menghayati apa yang dirasakan oleh lawan jenis khususnya 
laki-laki terhadap wanita, akan menyebabkan terjadinya berbagai gangguan 
psikologis, antara lain rasa rendah diri, frustasi dan rasa kurang diterima/dihargai, 
yang pada akhirnya dapat menyuburkan berkembangnya perilaku seksual yang 
menyimpang.34 
 Menurut Hamim Ilyas, ada dua hal yang menyebabkan islam begitu familiar 
dengan masalah seksualitas.35 
1. Islam merupakan kelanjutan dari risalah –risalah para nabi sebelumnya seperti   
Ibrahim, musa dan isa, sehingga islam mendapat warisan tradisi yang amat 
kaya raya juga mewarisi pandangan umat nabi luth, penduduk Sodom dan 
Gomoro yang mempraktekkan homoseksual. Sebagai penerus agama-agama 
sebelumnya, Islam tetntu mengenal warisan tradisi dan cerita dari agama 
sebelum islam. Karena pengakuannya terhadap para nabi, termasuk nabi 
adam, maka islam pada prinsipnya menginformasikan bahwa pembicaraan 
seks dan seksualitas setua peradaban manusia. Semenjak pasangan Adam dan 
Hawa diturunkan ke bumi. Sebenarnya sejarah seksualitas manusia telah 
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muncul. Bahkan mitologi awal tentang perpecahan keluarga Adam dan Hawa 
sebenarnya juga tidak terlepas dari persoalan seksualitas. Konflik antara 
Habib dan Qabil yang boleh dikatakan sebagai awal dari sejarah pertumpahan 
darah antara anak manusia juga dipicu oleh persoalan yang memiliki kaitan, 
baik langsung maupun tidak langsung dengan persoalan seksualitas. Habil dan 
Qabil saling memperebutkan perempuan yang mereka cintai untuk dijadikan 
istri. Peristiwa Habib dan Qabil ini merupakan symbol bahwa seksualitas 
menemppati kedudukan yang penting dalam sejarah kemanusiaan. Dengan 
demikian, sejarah seksualitas sesungguhnya bukan hanya milik orang-orang 
barat tapi juga muluk semua orang termasuk dalam hal ini adalah islam itu 
sendiri. 
2. kehadirannya ditengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis 
nilai. Krisis nilai ini terjadi akibat masih berkembanganya pandangan dan 
sikap premitif di kalangan masyarakat. Selain itu, mereka juga berada dalam 
masa tarnsisi dari masyarakat kesukuan menuju masyarakat perdagangan. 
Masih banyak dijumpai orang kaya yang mengembangkan sifat permisif, 
termasuk dalam hal perzinahan. Saat itu, perzinahan yang dilakukan ditempat 
pelacuran dianggap hal yang sangat terceloa karena itu ia ditandai dengan 
pemancangan bendera warna merah di lokalisasi. 
Seseorang menjadi homoseksual, oleh karena pengaruh orang-orang 
sekitarnya. Sikap-tindaknya yang kemudian menjadi pola seksualnya, dianggap 
sebagain sesuatu yang dominan, sehingga menentukan segi-segi kehidupan lainnya. 
Mengenai homoseksualitas dan lesbianisme, maka secara sosiologis agak sulit untuk 





ada dugaan kuat bahwa hal itu disebabkan oleh lingkungan social tertentu, akan tetapi 
lingkungan social tersebut juga banyak aspeknya. 
 Maraknya gerakan LGBT di Indonesia dengan terbukanya gerakan sebagai 
identitas. Penolakan semakin kuat saat kaum LGBT secara terang-terangan 
mengugkapkan tuntunan akan legalitas keberadaan mereka kepada pemerintah. 
LGBT pada giliran menimbulkan perdebatan di kalangan ilmuan anti LGBT. LGBT 
dianggap sebagai gangguan jiwa dan dapat disembuhkan. Tulisan ini menggambarkan 
factor-faktor yang memperngaruhi tercandunya kepada LGBT. Lingkungan dapat 
memperngaruhi perilaku dan sebaliknya perilaku dapat dipengaruhi oleh lingkungan, 
maka saat terjadi internalisasi nilai, individu dapat merubah persepso sekaligus pola 
fikir yang bersimpul pada pola perilaku untuk menolak atau mengikuti suatu 
fenomena tertentu.36 
 Hal-hal yang dijelaskan senantiasa ada dalam setiap masyarakat , sehingga 
penyimpangan memang merupakan suatau gejala yang selalu timbul dalam 
masyarakat. Masalahnya adalah, sampai sejauh manakah masyarakat dapat 
memberikan toleransi terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut. Lagipula, 
tolak ukur toleransi terhadap itupun tidak statis, akan tetapi senantiasa bergerak. 
Misalnya, dahulu di amerika serikat homoseksualitas maupun lesbianisme di muka 
umum sama sekali tidak dapat diterima. Oleh karena itu mereks melakukan kegiatan-
kegiatannya secara sembunyi-sembunyi, untuk menghindarkan diri dari kritik-kritik 
yang pedas. Salah-satu akibatnya adalah, bahwa dewasa mereka menjadi agresi, oleh 
karena mereka beranggapan bahwa penyaluran dorongan-dorongan seksual dan 
                                                 
 36Zusy Aryanti, M. A, “Faktor Terjadinya LGBT di Lingkungan Anak Dan Remaja.” Ilmu 
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tingkah lakunya merupakan salah-satu hak asasi manusi. Dengan timbulnya gejala 
itu, masyarakat luas secara perlahan lebih bersikap lunak terhadap mereka, serta, 
mana yang diperbolehkan dan yang dilarang. 
 Pada kalangan lesbian, maka dorongan utamanya adalah pada kasih sayang. 
Oleh karena itu, meneurut beberapa penelitian yang pernah dilakukan di Amerika 
Serikat, lesbianisme lebih banyak terjadi di lembaga-lembaga permasyarkatan, 
apabila dibandingkan dengan homoseksualitas yang terjadi kalangan nara pidana pria 
di lembaga permasyrakatan. Lagi karena faktor kasih saying itu, lesbianisme 
cenderung terjadi secara tempore, oleh karena sama sekali tidak menyangkut 
perubahan peranan pada diri wanita yang bersangkutan. Oleh karena itu dapat 




                                                 





A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian  ini menggunakan jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif yang  
dapat menyajikan gambaran  lengkap  mengenai  setting sosial atau dimaksudkan 
untuk eksplorasi  dan  klarifikasi  mengenai  fenomena atau kenyataan sosial dengan 
jalan  mendeskripsikan  sejumlah  variabel yang  berkenaan  dengan permasalahan 
Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-XIV/2016 tentang LGBT Dan 
Kedudukan Hukumnya Dalam Islam. 
2.  Lokasi Penelitian 
Lokasi dan objek penelitan ini adalah dilakukan di Kota Makassar, untuk 
memperoleh informasi dan data mengenai Persepsi Masyarakat Kota Makassar 
Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-XIV/2016 Tentang LGBT dan 
Kedudukan Hukumnya Dalam Islam (Studi Kasus Kota Makassar).  
Alasan memilih Kota Makassar sebagai lokasi penilitan karena, selain akses 
tempat dapat dijangkau dengan mudah dan biaya murah juga memiliki alasan 
akademis. Alasan akademis peneliti yaitu banyaknya pro-kontra mengenai gejalah 
LGBT di Kota Makassar. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir 





pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang 
diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan 
dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan 
multi disipliner.1 
Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 
a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan cara melihat peraturan yang telah 
ada yang berkaitan dengan penelitian ini. 
b. Pendekatan sosiologis, yaitu melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan 
masyarakat berkaitan dengan Persepsi Masyarakat Kota Makassar Terhadap 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-XIV/2016 tentang LGBT Dan 
Kedudukan Hukumnya Dalam Islam (Studi Kasus Kota Makassar). 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini digunakan sumber data ke dalam dua jenis data yaitu: 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara atau hasil 
kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sumber data menggunakan istilah 
informan, yaitu memperoleh informasi berdasarkan  Sumber datanya terdiri dari 
Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Makassar berjumlah 1 (satu) Orang, 2 (dua) 
Orang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 1 (satu) orang Oraganisasi islam 
meliputi Muhammadiyah, 1 (satu) Orang, Nahdatul Ulama (NU) 1 (satu) orang dan 
                                                 





Wahdah 1 (satu) orang, kemudian  Akademisi berjumlah 1 (satu) orang dari dosen 
UIN Alauddin Makassar yang membidangi Hukum Tata Negara. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini : 
    Tabel I 
No Nama Jumlah Keterangan 
1 Pemerintah Daerah (PEMDA)  
Kota Makassar 
1 Orang  Bidang Hukum dan 
HAM 
2 Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kota 
Makassar 
2 Orang 1. Fraksi Golkar 
2. Fraksi PAN 
3 ORMAS islam 3 Orang 1. Muhammadiyah 
2. Nahdatul ulama 
3. Wahdah Islamiyah 
4. Akademisi 1 Orang 1. Dosen UIN Alauddin 
 
Jumlah Informan 6 Orang - 
 
Alasan saya memilih tempat penelitian ini karna tempatnya yang mudah 
dijangkau dan peneliti tidak mengeluarkan biaya banyak. Dan alasan akademis yaitu 
makassar adalah ibu kota Sulawesi selatan, di mana di makassar memiliki banyak etnis, 
baik etnis lokal maupun etnis pendatang yang menimbulkan beberapa perbedaan 
pandangan terhadap suatu masalah. Peneliti berkeinginan mengetahu Persepsi 
Masyarakat kota makassar Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-





masyarakat itu sendiri dan memberikan data-data yang sesuai dengan kenyataan yang 
ada. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder berupa bacaan-bacaan yang 
berkaitan atau relevan dengan penelitian seperti buku-buku hukum atau jurnal. 
c. Data relevan 
 Data relevan adalah data-data yang mempunyai hubungan nyata dengan apa 
yang di teliti. Sumber data ini berdasarkan apa yang sesuia atau cocok dari apa yang 
akan diteliti. 
d. Data tersier 
 Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap data data primer maupun data sekunder seperti kamus hukum, kamus besar 
Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal, majalah, ensiklopedia, dan lain-lain. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan 
penelitian. Melalui pengumpulan data aka diperoleh data yang diperlukan, untuk 
selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang duharapkan. Adapun metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Observasi, yaitu menuntut adanya pengamatan dari sipeneliti baik secara 
langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.2 
                                                 





b. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 
secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 
langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan 
detail.3 
c. Dokumentasi, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 
berbentuk dokumentasi. Sebagian besar yang tersedia yaitu surat, catatan 
harian, dan foto.4 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian adalah “alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan 
jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metedologi penelitian.”5 
Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: 
a. Penelitian sebagai instrumen utama 
b. Pedoman wawancara  
Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara 
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4Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 141. 
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c.  Buku catatan dan alat tulis 
Buku catatan dan alat tulis adalah alat yang berfungsi untuk mencatat dan 
menulis semua percakapan dengan sumber data. 
d.  Kamera 
Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaran dengan informan. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara 
lain sebagai berikut: 
1) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevasi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalam. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
2) Coding data yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban menurut 
kriteria atau macam yang ditetapkan.6 
                                                 





3) Indentifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian 
memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas. 
b. Analisis data 
 tekhnis analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah 
yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah anasis 
data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih milihnya menjadi satuan yang 
dapat dikelolah, mensistensikannya, mencar, dan menemukan pola, menemukan apa 
yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kembali. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
 Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta merta 
menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki tingkat 
kepercayaan yang tinggi. Perlu melewati pengujian data terlebih dahulu sesuai 
dengan prosedural yang telah ditetapkan sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan 
atau memproduksi temuan baru. Oleh karena itu, sebelum melakukan publikasi hasil 
penelitian, peneliti terlebih dahulu harus melihat tingkat kesahihan data tersebut 
dengan melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data. 
Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang 
lebih menekankan pada data /informasi. Dalam penelitian kuliatatif untuk 
mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji adalah datanya. Temuan atau 
data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan 





penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Maka suatu 
penelitian dituntut agar memenuhui standar penelitian sampai dapat memperoleh 
kesimpulan yang objektif, artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar 
objektifitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data 
penelitiannya. 
Dalam teknik pemerikasaan data ini, peneliti menggunakan teknik triagulasi. 
Triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 
yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 
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PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH 
KONSTITUSI NO.46/PPU-XIV/2016 TENTANG LGBT DAN KEDUDUKAN 
HUKUMNYA DALAM ISLAM 
A. Gambaran umum lokasi penelitian 
1. Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Makassar   
Nama Makassar adalah disebutkan dalam sepuluh 14/3 kitab 
Negarakretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu daerah 
taklukan Majapahit. Walaupun demikian, Raja Gowa Ke-9 Tumaparisi Kallona 
(1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan 
Kota Makassar. Ia memindahkan pusat dari pendalaman ke tepi pantai, mendirikan 
benteng dimuara Sungai Jeneberang, serta mengangkat seorang Syahbandar untuk 
mengatur perdagangan. 
Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di 
Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Raja-
raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas ketat, dimana seluruh 
pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan disana dan menolak upaya 
VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Masjid di 
Makassar (1910-1934) 
Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun Islam 
semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk agama Kristen dan 
Kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar. Hal ini menyebabkan 
Makassar menjadi pusat yang penting bagi orang-orang Melayu yang penting bagi 
pedagang-pedagang dari Eropa dan Arab. Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari 
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kebijaksanaan Raja Gowa-Tallo yang memerintah saat itu (Sultan Alauddin, Raja 
Gowa dan Sultan Awalul Islam, Raja Tallo). 
Control penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya 
pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan 
rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada tahun 1669, Belanda, 
bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakkad an beberapa kerajaan sekutu Belanda 
Melakukan penyerangan terhadap Kerajaaan Islam Raja Tallo yang mereka anggap 
sebagai Batu penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah Indonesia Timur. 
Setelah berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi 
kerajaan yang dipimpin oleh belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) terdesak dan 
dengan terpaksa menanda tangani perjanjian Bongaya.1  
Makassar pada saaat ini telah dipimpin oleh seorang pejabat pemerintah yang 
dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan gelar kepemimpinan 
disebut Wali Kota dan Wakil Wali dengan dibantu oleh SKPD (Satuan kerja 
perangkat daerah) serta dinasa terkait . walikota dan wakil wali kota berkantor di 
Ahmad Yani No. 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 
90171. 
Adapun visi dan Misi wali Kota dibawah kepemimpinan IR. Moh. Ramdhan 
Paamanto Dan DR. H. Syamsul Rizal MI, S.Sos, M.si dengan tahun kepemimpinan 




                                                           






 “Mewujudkaan Kota dunia untuk semua, tata lorong bangun kota dunia” 
1. Merekontruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtra standar dunia; 
2. Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia; 
3. Mereformasi tata pemerintah menjadi pelayanan public kelas bebas korupsi. 
Masyrakat sejahtera standar dunia 
1. Menuju bebas pengangguran; 
2. Jaminan social keluarga serba guna untuk semua; 
3. Pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam ; 
4. Deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah; 
5. Sampah kita DIA tukar beras ; 
6. Training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan; 
7. Rumah kota murah untuk rakyat kecil; 
8. Hidup hijau dengan kebun kota. 
Kota nyaman kelas dunia 
1. Atasi macet, banjir, sampah, dan masalah perkotaan lainnya; 
2. Bentuk badan pengendali pembangunan kota; 
3. Bangun waterfront City selamatkan pesisir dan pulau-pulau Makassar; 
4. Bangun sistem transprostasi public kelas dunia; 
5. Lengkapi infrastruktur kota berkelas dunia; 
6. Bangun Birringkanal city dan depan ikon kota baru lainnya ; 
7. Bangun teman tematik; 




Pelayanan publik kelas dunia dunia bebas korupsi  
1. Menuju PAD rp 1 triliun; 
2. Insentif progresif semua aparat RT dan RW Rp 1 juta per bulan ; 
3. Kuota anggaran kelurahan Rp 2 miliar per kelurahan per tahun; 
4. Pealayan publik langsung ke rumah; 
5. Fasilitas pelayanan publik terpusat terpadu di kecamatan; 
6. Pembayaran pajak dan retribusi tahunan online terpadu; 
7. Bebas bayar internet di runsg public kota “Makassar Cyber City”; 
8. Bentuk Makassar incorporated dan Bank of Makassar.2 
2. Kantor Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Makassar 
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar ( disingkat DPRD Kota Makassar) 
adalah lembaga legislative unikaramel yang berkedudukan di mota Makassar 
Sulawesi Makassar dan mitra Pemerintah Kota Makassar. DPRD Kota Makassar 
memiliki 50 anggota yang terbagi dalam 9 (sembilan) fraksi beralamat di Jl. A. P 
Pettarani, Tidung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222, Indosneisa.  
Struktur organisasi Kantor DPRD Kota Makassar periode 2014-2019 adalah 
sebagai berikut : 
1. Pimpinan DPRD; 
2. Anggota DPRD; 
3. Anggota DORD Berdasarkan Daerah Pemilihan;; 
4. Dapil I Makassar, Kecamatan Rappocini, Makassar dan Ujung 
Pandang; 
                                                           





5. Dapil II Makassar, Kecematan Wajo, Tallo, Bontoala dan Ujung 
Tanah; 
6. Dapil III Makassar, Kecamatan Biringkanaya dan Tamanrea; 
7. Dapil IV Makassar, kecamatan Panakukang dan Manggala; 
8. Dapil 5 (Lima) Makassar, Kecamatan Mamajang, Mariso dan 
Tamalate (Mamarita); 
9. Komposisi Fraksi 
1. Fraksi Golkar; 
2. Farksi Demokrat; 
3. Fraksi Gerindra; 
4. Fraksi NasDem; 
5. Fraksi PPP; 
6. Fraksi Hanura; 
7. Fraksi PKS; 
8. Fraksi PDI Perjuangan; 
9. Fraksi PAN 
 Alat kelengkapan DPRD  
1. Badan Kehormatan 
2. Badan Anggaran 
3. Badan Musyawarah 
4. Badan Legislasi 




Pimpinan DPRD Kota Makassar adalah alat kelengkapan DPRD dan 
serupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. Pimpinan DPRD Kota 
Makassar terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (Tiga) orang Wakil Ketua. Pimpinan 
DPRD kursi banyak Kota Makassar berasal dari partai politik berdasarkan urutan 
perolehan kursi terbanyak di DPRD Pimpinana DPRD Sulawesi berjumlah 4 (empat) 
orang, 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) Wakil Ketua.   
1. Farouk M. Betta, MM (Ketua) 
2. Adi Rasyid Ali, SE (Wakil Ketua) 
3. Erick Horas, SE (Wakil Ketua) 
4. Indira Mulyasari Paramastuti (Wakil Ketua) 
Anggota DPRD Kota Makassar periode 2014-2015 telah resmi dilantik di 
gedung DPRD Kota Makassar Jalan A.P Pettarani pada tanggal 8 September 2014 
Anggota DPRD Kota Makassar yang terpilih berasal dari 11 (sebelas) pantai 
petahana. 7 (diantaranya) adalah perempuan. Jumlah anggota bertambah dari 45 
orang pada periode sebelumnya, 2009-2014 menjadi 50. Karena sejumlah anggota 
bertambah, maka jumllah fraksi pun bertambah. Pelantikananngota DPRD Makassar 
kali ini menghabiskan Rp. 181 juta. Smentara untuk pengamanan pelantikan ini 
dilakukan oleh sekitar 1.856 personil dari kepolisian Polrestabes Makassar dan 
Brigadir Mobil Polda Sulsel. 
Pileg 9 April 2014 lalu dibagi dalam lima daerah pemilihan (Dapil). Dapil 1 
Kota Makassar melipti kecamatan Rappocini, Makassar dan Ujungpandang dengan 9 
jatah kursi. Kemudian Dapil II Mkassar mencakup Kecamatan Wajo, Tallo, Bontoala 





Mamajang, Mariso, dan Tamalate (Mamarita). Berikut daftar anggota DPRD Kota 
Makassar terpilih periode 2014-2019.3 
3. Muhammadiyah Kota Makassar 
LAHIRNYA MUHAMMADIYAH DI KOTA MAKASSAR 
a. Beralihnya  As-Shirathal Mustaqiem menjadi Muhammadiyah 
Sekitar tahun 1922, seorang pedagang batik keturunan Arab berasal dari 
Sunenep (Madura) bernama Mansyur Yamani, ia anggota persyarikatan 
Muhammadiyah cabang Surabaya, yang waktu itu di pimpin oleh Kyai Haji Mas 
Mansyur. Dalam usaha mencari relasi dalam dagangannya, beliau bergaul dengan 
baik dan menjalin hubungan dengan pemuka-pemuka As-Shirathal Mustaqiem yang 
juga pada umumnya pedagang Wiraswasta. 
Setelah kurang lebih 3 tahunan keakraban hubungan sebagai relasiusaha 
dagang dan sebagai kawan sefaham dalam mengembangkan agama Islam, akhirnya 
diadakan rapat oleh As-Shirathal Mustaqiem di rumah Haji Muhammad Yusuf Daeng 
Mattiro. Yang berlokasikan di daerah pelabuhan Makassar, disepakati mejadi putusan 
mendirikan organisasi Muhammadiyah di kota Makassar  dengan mengalihkan 
perkumpulan As-Shirathal Mustaqiem menjadi Muhammadiyah groep (ranting) 
Makassar. 
Rapat pertama itupun memutuskan mengutus Mansyur Yamani ke Yogyakarta 
untuk melaporkan terbentuknya Muhammadiyah di kota Makassar. Salah satu 
kegiatan Muhammadiyah groep Makassar memperkenalkan diri kepada rakyat 
Makassar dengan mengadakan “openbarevargadering” atau “rapat umum terbuka ” , 
dengan pembicara Muhammad Yunus Anis (utusan Hoofd-bestuur Muhammadiyah) 
                                                           
3“Wikipedia”,https://id.Wikipedia.org/wiki/dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kota_Makas
sar#Lihat_Pula (Diakses 22 Juli 2018). 
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yang diselenggarakan di jalan Bandastraat (yang termasuk dilingkungan kampong 
Butung). 
Pada mulannya anggota teras Ash-Shirathal Mustaqiem mencatat diri menjadi 
anggota Muhammadiyah Groep Makassar, namun sebagian anggota Muhammadiyah 
yang berasal dari Ash-Shirathal Mustaqiem masih gemar mendatangi selamatan 
keduri tersebut . orang yang sering menghadiri selamatan keduri itu menyatakan diri 
untuk keluar dari Muhammadiyah dan kembali ke Ash-Shirathal Mustaqiem dipimpin 
Haji Abdul Razak dan  Haji Muhammad Qasim dan anggota lainnya. Mereka tersisa 
17 orang dan dipindahan ke kampong pisang. 
b.  Muhammadiyah Makassar 5 Tahun Pertama 
Sekitar akhir tahun 1926, beberapa bulan sekembalinya H.M Yunus Anis dari 
kota Makassar, Muhammadiyah Groep Makassar ditingkatkan menjadi 
Muhammadiyah Cabang Makassar dengan ketua K.H Abdullah. 
Mulai Berkantor 
Setelah Muhammadiyah mendapatkan perhatian yang semakin besar dari 
masyarakat,maka pengurus merasa perlu melaksanakan petaan organisasi. Salah satu 
wujud tersebut maka para pengurus mengusahakan ruang perkantoran yang sekaligus 
dapat dijadikan tempat pertemuan. 
Sebuah bangunan yang berukuran 50 x 8 meter dijalan Bandastraatmilik 
Daeng Tawiro, itulah kemudian dipilih sebagai kantor sementara untuk mulai segala 
aktivitas Muhammadiyah. Aktivitas  itu terus menerus berkembang, sehingga 
memungkinkan Muhammadiyah mulai melaksanakan pendidikan yang bertepatan 






Mengadakan Tabligh (dakwah) 
Anggota Muhammadiyah Cabang Makassar waktu itu terpencar-pencar 
tempat tinggalnya. Mereka berinisiatif mengadakan penerangan-penerangan  yang 
diistilahkan waktu itu dengan “tabligh”. Silih berganti tabligh itu diadakan di rumah-
rumah. 
Tabligh yang diadakan itu pun tidak luput dari gangguan dan sabotase, bahkan 
rintangan dan tantangan. Seperti, orang yang beranggapan bahwa Muhammadiyah 
adalah perkumpulan yang merusak dan merubah-ubah agama Islam, menuduh 
juga  merubah adat istiadat, dan lain sebagainya. 
c.  Aisyiyah Cabang Makassar Didirikan 
Tahun 1927, setahun setelah didirikan Muhammadiyah di Makassar, ditengah-
tengah rintangan yang dihadapinya, Muhammadiyah semakin menampakkan 
kegiatannya. Bulan juli 1972, Anggota Muhammadiyah dikalangan wanita 
membentuk Aisyiyah Cabang Makassar yang diketuai Hajjah Daeng Rainpu. 
Kehadiran Aisyiyah waktu itu dengan pakaian khasnya yakni kudung lilit 
yang menutup kepala sampai kedada, sehingga mereka diisukan mengubah adat. 
Pengurus Aisyiyah tersebut adalah buta aksara, maka merekapun aktif menikuti 
kursus yang dinamakan ” sekolah menyesal”  
d.  Organisasi Kepanduan Hizbul Wathan (HW) Didirikan 
Dalam pengurusan Muhammadiyah Cabang Makassar, ada bagian urusan 
pemuda. Urusan pemuda itu menanganai 4 macam usaha yaitu : 
  Urusan Kepanduan Hizbul  Wathan 
  Urusan PS.HW 
  Urusan Musik 
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  Urusan Pandu Laut 
Keempat ini berusaha membentuk kesebelasan persatuan SP-HW. 
Kesebelasan ini sangat besar perannya dalam pengembangan persyarikatan 
Muhammadiyah. Pada tahun 1929, Hizbul Wathan dari daerah mengikuti latihan di 
Yogyakarta yaitu Muhammad Arafah (Sengkang) dan Abdul Kadir (Makassar). 
Sekembalinya pelatihan tersebut , dibentuklah pengurus Hizbul Wathan dengan tugas 
membentuk dan membina Hizbul Wathan se-Sulawesi Selatan. 
Mendirikan Tempat-Tempat Pendidikan 
Pada tahun 1929, Muhammadiyah cabang Makassar berusaha mendirikan dua 
sekolah: yaitu, sekolah setingkat dengan SD dengan nama ( HIS Metode Al-Qur’an) 
dan Munir School setingkat dengan Ibtidaiyah. Kedua sekolah tersebut diatur 
pengelollannya menurut cara pengelolaan sekolah-sekolah pemerintahan pada waktu 
itu. 
Mengusahakan Pemeliharaan Anak Yatim Piatu 
Pada tahun 1929, Muhammadiyah Cabang Makassar menambah upayanya 
dengan mengusahakan Pemeliharaan anak yatim piatu. Berhubungan belum memiliki 
gedung maka anak yatim piatu itu diasuh di rumah Tuan Salamung. Dalam berusaha 
mencari lokasi untuk dibanguni tempat penampungan yatim piatu, secara kebetulan 
seorang pedagang mie dari jawa yang mempunyai tanah di jalan Diponegoroweg.  Di 
atas tanah tersebut dibangun rumah penampungan yatim piatu dan diberi nama            
“Rumah Anak Yaitu Muhammadiyah” dan perkembangan selanjutnya panti itu 
diubah dengan nama Panti Asuhan Bahagia dengan pengolahannya diserakan pada 






e.  Perkembangan Muhammadiyah di Kota Makassar 
Anggota Muhammadiyah Cabang Makassar sampai beberapa tahun sesudah 
terbentuknya , tersebar kebeberapa daerah dalam kota.Pada tahun 1928, telah 
terbentuk empat groep Muhammadiyah di dalam kota Makassar, diantaranya: 
Muhammadiyah Groep Kampung Bontoala, Groep Kampung Pisang, Groep Mariso, 
dan Groep Lariangbangi. Keempat Groep tersebut secara bergiliran mengadakan 
tabligh/pengajian, mendirikan sekolah dan usaha-usaha lain. 
5. Ketabahan Menghadapi Reaksi dan Rintangan 
Dimana ada aksi, disitu ada reaksi merupakan sunnatullah mewarnai 
perjalanan hidup manusia sepanjang masa. Kehadiran Muhammadiyah, Aisyiyah dan 
juga kemudian Pemuda Muhammadiyah dengan amalan dan cita-cita yang 
diperjuangkan , tidak diterima oleh semua orang dengan gembira. Dimana 
Muhammadiyah yang mengumpulan zakat dari anggota-anggota kemudian dibagikan 
kepada fakir miskin dan anak yatim, mendapatkan pula reaksi sengit dari imam-imam 
kampong. Hal itu semua dihadapi muhammadiyah dan Aisyiyah dengan ketabahan 
dan kesabaran dan semangat beramal yang tinggi.4 
4. Nahdatul Ulama Kota Makassar 
 Akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah 
kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan 
pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan 
"Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan terus menyebar - setelah rakyat 
pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. 
Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. 
                                                           
4http://musfirah9.blogspot.com/ (Diakses 23 Juli 2018). 
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 Merespon kebangkitan nasional tersebut, Nahdlatul Wathan (Kebangkitan 
Tanah Air) dibentuk pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul 
Afkar atau dikenal juga dengan "Nahdlatul Fikri" (kebangkitan pemikiran), sebagai 
wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ 
kemudian didirikan Nahdlatut Tujjar, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu 
dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul 
Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi 
lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa 
kota. 
 Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang 
bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk 
organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi 
perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, karena tidak 
terakomodir kyai dari kalangan tradisional untuk mengikuti konperensi Islam Dunia 
yang ada di Indonesia dan Timur Tengah akhirnya muncul kesepakatan dari para 
ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama 
(Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di Kota Surabaya. 
Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasjim Asy'ari sebagai Rais Akbar. 
 Ada banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya NU. Di antara faktor itu 
adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki 
pelarangan segala bentuk amaliah kaum Sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam 
kembali pada ajaran Islam "murni", yaitu dengan cara umat islam melepaskan diri 
dari sistem bermadzhab. Bagi para kiai pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan 





meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, 
Jam'iyah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan. 
 Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasjim 
Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga 
merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian 
diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga 
NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik. 
Paham Keagamaan 
 NU menganut paham Ahlussunah waljama'ah, merupakan sebuah pola pikir 
yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem 
naqli (skripturalis). Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya al-
Qur'an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas 
empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu al-
Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi dalam bidang teologi/ 
Tauhid/ketuhanan. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab: 
Imam Syafi'i dan mengakui tiga madzhab yang lain: Imam Hanafi, Imam Maliki,dan 
Imam Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di 
bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-
Ghazali dan Syeikh Juneid al-Bagdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf 
dengan syariat. 
 Gagasan kembali kekhittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting 
untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan 
kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan 
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kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali 
membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU. 
Tujuan 
Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah waljama'ah di tengah-
tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Usaha 
1. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa 
persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. 
2. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan 
nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, 
berpengetahuan luas.Hal ini terbukti dengan lahirnya Lembaga-lembaga 
Pendidikan yang bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah 
khususnya di Pulau Jawa. 
3. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta 
kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. 
4. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati 
hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi 
rakyat.Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan Badan Keuangan lain yang 
yang telah terbukti membantu masyarakat. 
5. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. NU 







K.H. Hasyim Asyhari, Rais Akbar(ketua) pertama NU. 
1. Pengurus Besar (tingkat Pusat). 
2. Pengurus Wilayah (tingkat Provinsi), terdapat 33 Wilayah. 
3. Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten/Kota) atau Pengurus Cabang 
Istimewa untuk kepengurusan di luar negeri, terdapat 439 Cabang 
dan 15 Cabang Istimewa. 
4. Pengurus Majlis Wakil Cabang / MWC (tingkat Kecamatan), 
terdapat 5.450 Majelis Wakil Cabang. 
5. Pengurus Ranting (tingkat Desa / Kelurahan), terdapat 47.125 
Ranting. 
Untuk Pusat, Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang, setiap 
kepengurusan terdiri dari: 
1. Mustasyar (Penasihat) 
2. Syuriyah (Pimpinan tertinggi) 
3. Tanfidziyah (Pelaksana Harian) 
 Untuk Ranting, setiap kepengurusan terdiri dari: 
1. Syuriyah (Pimpinan tertinggi) 
2. Tanfidziyah (Pelaksana harian) 
   Keanggotaan berbasis di ranting dan di cabang untuk cabang istimewa. 
NU Dan Politilk 
Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan 
memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 
1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante. 
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Pada masa Demokrasi Terpimpin NU dikenal sebagai partai yang 
mendukung Soekarno, dan bergabung dalam NASAKOM (Nasionalis, Agama, 
Komunis) Nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI) Agama Partai 
Nahdhatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia (PKI). 
NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan 
Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa orde baru. 
Mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada muktamar NU di Situbondo, 
NU menyatakan diri untuk 'Kembali ke Khittah 1926' yaitu untuk tidak berpolitik 
praktis lagi. 
Namun setelah reformasi 1998, muncul partai-partai yang mengatasnamakan 
NU. Yang terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan 
oleh Abdurrahman Wahid. Pada pemilu 1999 PKB memperoleh 51 kursi DPR dan 
bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Pada pemilu 
2004, PKB memperoleh 52 kursi DPR.5 
5. Wahdah Islamiyah 
Berawal mula dari kondisi dan situasi umat Islam yang serba kompleks 
menjelang dekade 1980-an dan peta politik bangsa yang semakin menunjukan 
intensitas akomodatifnya, artinya Negara semakin akomodatif terhadap umat Islam. 
Kaum muda Islam Makassar melakukan serangkaian usaha-usaha kolektif agar dapat 
berpartisipasi dalam mendorong perubahan yang mendasar ditubuh umat Islam. 
Diberbagai tempat, masjid, dan komunitas kecil bergerak secara sendiri-sendiri dalam 
merespons kebijakan politik rezim yang menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya 
sumber identitas. 
                                                           





Kaum muda Islam Makassar, terutama yang berafiliasi dengan PII (Pelajar 
Islam Indonesia), sebagian HMI, serta sebagian lagi kalangan Muhammadiyah 
menyatakan penolakannya terhadap Pancasila sebagai asas tunggal. Penolakan tersebut 
tidak secara kelembagaan, tapi hanya elit-elit berpengaruh saja dari komunitas tersebut 
yang secara tegas menolak asas tunggal. Muhammadiyah misalnya, secara 
kelambagaan tidak menyatakan menolak asas tunggal Pancasila, tapi beberapa 
kadernya memiliki sikap yang berbeda dengan lembaga dan sebagian yang berbeda itu 
tidak lagi bergabung dengan Muhammadiyah dan memilih aktif dibeberapa tempat. 
Menurut sebagian kaum muda Islam Makassar, menerima Pancasila sama dengan 
mengakui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sekaligus menghilangkan Islam 
sebagai sumber identitas, sumber nilai, dan sumber perjuangan dalam menggerakkan 
lembaga. 
Sementara para aktivis masjid yang menjadi cikal bakal berdirinya Wahdah 
juga bergolak mengenai isu Pancasila sebagai asas tunggal. Penolakan sebagian 
jama’ah masjid Ta’mirul Masajid, dimana kaum muda yang menjadi cikal bakal 
berdirinya Wahdah banyak beraktivitas merupakan bagian integral dari banyak 
penolakan regional masyarakat Makassar atas asas tunggal. Mereka kala itu masih 
memperoleh pencerahan dari ulama kharismatik, yaitu KH. Fathul Mu’in, mantan 
ketua Pimpinan Muhammadiyah Ujung Pandang dan merupakan ulama tawadhu dan 
istiqamah dalam menjalankan perintah agama. 
Pelembagaan Aspirasi 
“Kejahatan yang terorganisir akan dapat mengalahkan kebenaran yang tidak 
terorganisir,” adalah dalil yang bersumber dari Khalifah Ali radhiyallahu ‘anhu. Dalam 
alam pikiran kaum muda kala itu, mengorganisir diri untuk menyebarkan risalah 
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kebenaran hanya akan sukses apabila dilakukan secara terorganisir melalui kerja 
kolektif. Mengorganisir diri sebagai bagian integral dari proses penyatuan gagasan dan 
pikiran dari berbagai eksponen yang memiliki kesamaan dalam suatu wadah baru. 
Kegiatan Wahdah Islamiyah 
Pembinaan Generasi Muda 
Perhatian Wahdah pada pembinaan generasi muda merupakan bagian integral 
dari desain gerakan ini untuk menciptakan sumber daya manusia demi kepentingan 
dakwah masa depan. Prototipe generasi muda yang diproduksi oleh Wahdah adalah 
generasi muda dengan pemahaman akan nilai-nilai akidah dan tauhid yang benar. 
Dengan kebenaran memahami doktrin tauhid dan akidah Islam dengan baik sajalah 
yang akan membebaskan umat dan bangsa ini dari belenggu kehidupan global yang 
semakin mengokohkan hegemoni nilai-nilai kapitalis dengan budaya materialisme, 
konsumerisme, dan hedonisme. 
Pencerahan Umat Melalui Dakwah 
Untuk meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan dikalangan umat, Wahdah 
membentuk departemen khusus yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan kepada 
umat. Departemen yang dimaksud adalah Departemen Dakwah dan Kaderisasi. 
Departemen ini mencakup kegiatan dakwah dan kaderisasi dengan menangani 
kegiatan-kegiatan di antaranya sebagai berikut, pertama, penanganan khutbah Jum’at 
di masjid-masjid. Kedua, penanganan ta’lim syar’i. Ketiga, penanganan majelis ta’lim. 
Keempat, pembinaan kelompok kajian Islam. 






Untuk mengelola pendidikan, maka Wahdah membentuk Departemen 
Pendidikan. Lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Wahdah mulai dari tingkat taman 
kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Lembaga pendidikan Wahdah antara lain, 
pertama, Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Terpadu Wihdatul Ummah. Kedua, Sekolah 
Dasar (SD) Islam Terpadu Wihdatul Ummah. Ketiga, SLTP Islam Terpadu Wahdah 
Islamiyah. Keempat, SMU Islam Terpadu Wahdah Islamiyah. Kelima, Pondok 
Pesantren Tahfidzul Qur’an. Keenam, Pesantren Tadribut Du’at. 
Peran Sosial dan Kesehatan Umat Wahdah 
Departemen Sosial 
Departemen Sosial PP Wahdah mengelola beberapa lembaga sosial yang 
langsung menyentuh masyarakat seperti, 1). Tim Penanggulangan Musibah (TPM) 
Wahdah Islamiyah. Lembaga sosial ini terbagi dalam dua divisi, yaitu Divisi 
Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, kemudian Divisi Penyelenggaraan 
Jenazah, 2). Unit Pelayanan Ambulance, 3). Program Sumbangan 3B (Baju Bekas 
Berkualitas). 
Departemen Kesehatan dan Lingkungan Hidup 
Departemen ini didukung tenaga medis professional (dokter umum, dokter 
spesialis, perawat, bidan, dan apoteker). Fasilitas-fasilitas kesehatan yang dikelola oleh 
Departemen Kesehatan Wahdah Islamiyah adalah, 1). Balai Kesehatan Ibu dan Anak 
(BKIA) Wihdatul Ummah. Lembaga kesehatan ini memberi pelayanan berupa, a). 
Persalinan, b). Pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil, c). Pemeriksaan umum 
kesehatan wanita, d). Pelayanan KB sesuai syari’ah. Sedangkan pelayanan untuk anak 
meliputi, a). Pemeriksaan umum kesehatan anak-anak, b). Imunisasi dan konsultasi 
gizi, c). khitan. 
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Selain itu, departemen ini mengelola Ruqyah Syar’iyyah As-Syifa. Klinik ini 
merupakan klinik pengobatan alternatif yang mengobati pasien-pasien yang terkena 
gangguan jin dan penyakit yang tidak terdeteksi medis. 
LAZIS (Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah) 
Lembaga ini berfungsi menghimpun berbagai dana dari masyarakat, anggota 
jama’ah atau donator setiap bulannya sekaligus menyebarkannya kepada yang berhak 
menerima. 
LP2KS (Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sakinah) 
Lembaga ini berfungsi sebagai penyelenggara pernikahan bagi jama’ah. 
Mempertemukan ikhwan dan akhwat yang akan menikah J. Dan sebagai tempat 
konsultasi masalah keluarga sakinah. 
LWP2 (Lembaga Wakaf Pembangunan dan Pengembangan) 
Lembaga ini bertugas mencari tanah wakaf yang akan dibangunkan masjid 
dengan anggaran 100 persen dari para donator.6 
B.  Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No.46 PPU-XIV/2016 Tentang LGBT 
terhadap Masyarakat Sosial 
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Pasal 
284, 285 dan 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga pasal 
tersebut mengatur soal kejahatan terhadap kesusilaan. Sementara dalam gugatannya 
pemohon meminta pasal 284 tidak perlu memiliki unsur salah satu orang berbuat zina 
sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak perlu ada aduan. Terkait pasal 292, 
pemohon meminta dihapuskannya frasa “belum dewasa”. Maka, semua perbuatan 
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seksual sesama jenis dapat dipidana. Selain itu, homoseksual haruslah dilarang tanpa 
membedakan batasan usia korban, baik masih belum dewasa atau sudah dewasa. 
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menjelaskan pada prinsipnya 
permohonan pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memperluas ruang lingkup 
karena sudah tidak sesuai dengan masyarakat. Sehingga mengakibatkan pada 
perubahan hal prinsip atau pokok dalam hukum pidana dan konsep-konsep dasar 
yang berkenaan dengan suatu perbuatan pidana. 
Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PPU-XIV/2016 Tentang 
LGBT itu tentu akan membuat praktik kelompok LGBT semakin merajalela. 
Semakin memperkuat semangat kelompok LGBT untuk meluaskan perilaku dan 
misinya di bumi pancasila Indonesia.7 Dilihat dari beberapa persepsi yang mewakili 
masyarakat pada Kota Makassar memiliki pandangan yang berbeda-beda. 
Menurut Zulkiflie, M. SH. Selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan 
HAM Setda Kota Makassar. “putusan mahkamah konstitusi No.46/PPU-XIV/2016 
terkait dengan LGBT tentunya secara konstitusi telah berkekuatan tetap tetapi ketika 
kita merujuk pada dampaknya tentu saja setiap wilayah berbeda. Di Kota Makassar 
sendiri putusan mahkamah konstitusi No.46/PPU-XIV/2016 terkait dengan LGBT 
tidak memiliki dampak secara signifikan. Memang benar di Makassar sendiri 
persoalan LGBT tidak bisa dihindari karena telah kita ketahui bersama di daerah 
tertentu Kota Makassar ada beberapa kelompok-kelompok yang terorganisir terkait 
dengan LGBT. Kekita kita berbicara masalah dampaknya tentunya tidak lepas dari 
undang-undang yang berlaku. Mengenai penindakan terhadap LGBT tentunya di 
Kota Makassar tidak mempunyai payung hukum dikarenakan perda LGBT itu tidak 
                                                           
7http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/15/p0zqa0396-komisi-vii-anggapan-
putusan-mk-membuat-lgbt-merajalela. (Diakses 28 Juli 2018). 
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ada, namun pemerintah kota Makassar tidak bisa disalahkan dengan tidak adanya 
perda yang terkait dengan LGBT . karena untuk membuat perda tersebut harus ada 
undang yang lebih tinggi yang menjadi acuan perda tersebut. Ketika kita berbicara 
terkait dengan putusan mahkamah konstitusi No.46/PPU-XIV/2016 tentang LGBT 
sangat disayangkan kelima hakim menolak gugatan pemohon yang tentunya harapan 
pencegahan LGBT tidak ada secara konstitusi. Ini sangat berdampak bagi terciptanya 
kota aman yang sejalan dengan prinsip wali kota makasssar sendiri.8 
Telah kita ketahui bahwa maraknya LGBT khususnya di Kota Makassar, 
terlebih lagi dengan adanya putusan mahkamah konstitusi dimana penolakan 5 hakim 
pada pengujian materi undang-undang pasal 284, 285 dan 292 membuat masyarakat 
beranggapan bahwa mahkamah konstitusi telah melegalkan LGBT. Dampak setalah 
itu sudah jelas adanya dimana para komunitas LGBT semakin merajalela. 
Terkait dengan pendapat bapak Zulkiflie, besar harapan mahkamah konstitusi 
mengabulkan gugatan pemohan dikarenakan gejalah LGBT semakin merajalela di 
Kota Makassar. Sebagaimana juga kita ketahui, Makassar sebagai ibu kota provinsi 
Sulawesi selatan menjadi pusat aktivitas baik di kota Makassar maupun di luar kota 
Makassar. Ketika kita mengacu kepada banyaknya penduduk di kota Makassar 
tentunya gejalah-gejalah sosial seperti LGBT tidak bisa disepelahkan. 
Harusnya mahkamah konstusi mengabulkan gugatan pemohon untuk 
mencegah LGBT berkembang khususnya di kota Makassar. Bapak Zulkiflie, M. SH 
sendiri menyatakan, ketika kita ingin membuat suatu aturan di kota atau kabupaten 
tentunya harus merujuk kepada undang-undang yang lebih tinggi. Tapi ketika 
permohonan ini ditolak maka dampak yang terjadi khusunya di kota Makassar akan 
                                                           
8Zulkiflie, M. SH. Selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda 





marak terjadi LGBT kecuali wilayah tersebut memiliki otonomi khusus berlandaskan 
syariat Islam tentunya tidak berdampak secara keseluruhan terakait dengan putusan 
tersebut. 
Secarah normatif, telah kita ketahui bahwasanya Mahkamah konstitusi 
memiliki tiga jenis putusan yaitu, permohonan tidak dapat diterimah, permohonan 
dikabulkan, dan permohonan ditolak. Tapi secara praktik dan teori, terdapat jenis 
putusan lain yaitu membuat norma. Putusan ini telah lama dikembangakan oleh 
hakim dengan berbagai jenis perkara. Dengan adanya penolakan gugatan terkait 
dengan LGBT ini membuktikan Mahkamah Konstitusi telah keluar dari fakta yang 
ada. 
LGBT dan HAM satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. HAM sebagaimana 
kita ketahui adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir ke dunia yang secara 
kodrati sudah melekat pada diri manusia yang seharusnya dijunjung tinggi dan diakui 
oleh semua orang. Hak asasi yang diperoleh manusia dari penciptanya yaitu tuhan 
yang maha esa yang tidak bisa diabaikan. HAM yang merupakan hasil  perjuangan 
untuk mencapai harkat kemanusiaan. Dihadapan manusia  memiliki potensi untuk 
mencapai kebenaran, tetapi tidak kebenaran mutlak yang dimiliki manusia karna yang 
benar secara mutlak hanya Tuhan. 
HAM (Hak Asasi Manusia) sejatinya berperang penting pada semua umat 
manusia terhadap masalah moral yang terjadi pada diri manusia untuk melindungi diri 
dan martabat kemanusiannya dalam pergaulan di masyarakat. Selain itu, HAM juga 
berperan penting sebagai pelindung terhadap korban diskriminasi yang terjadi 
dimasyarakat seperti kaum LGBT. Tetapi pada kenyataanya HAM tidak sejalan 
dengan realita yang ada seperti dalam hal penerimaan orientasi seksual dan identitas 
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gender yang pada akhirnya berdampak pada minimnya perlindungan terhadap kaum 
(lesbian, gay, bisexsual dan trasgender). Putusan mahkamah kontitusi No.46/PPU-
XIV/2016 yang terkait dengan LGBT dan kontroversi yang terus berlanjut dimana 4 
(empat) dan ke 5 (lima) hakim tetap pada pendapat masing-masing.  
Menurut Bapak Rahman Kanang, M.PD, P.hD, selaku dosen Hukum Uin 
Alauddin Makassar beliau mengatakan “Sebenarnya apa yang harus di persoalkan 
ketika kita merujuk kepada LGBT, mereka itu adalah korban yang harus dilindungi, 
bukan untuk diberi sanksi pidana. HAM berperan penting dalam masalah ini. Bukan 
justru membuat suatu penafsiran yang ujung-ujunganya akan berdampak juga bagi 
masyarakat. Putusan Mahakamah Konstitusi No.46/PPU-XIV/2016 terkait LGBT 
hanya berdampak buruk bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan sikap hakim 
mahkamah konstitusi yang tidak sejalan dengan fakta yang membuat penafsiran yang 
berbeda-beda di masyarakat. Ketika kita berbicara masalah uji materi terkait dengan 
pasal 284, 285 dan 292 tentang kesusilaan maka tentunya ini hanya sebagai bentuk 
dari uji materi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi saja. Namun bukan 
itu yang menjadi problem yang menimbulkan dampak bagi masyarakat. Akan tetapi 
sikap disention opinion ke 4 (empat) hakim tersebut yang membuat timbul 
pertanyaan bagi masyarakat. Harusnya ketika kita ingin memgatasi masalah LGBT 
bukan malah membuat putusan seperti ini akan tetapi membuat undang-undang 
khusus terkait LGBT yang tentunya pasal demi pasal akan membahas hal tersebut.9 
Sedangkan Menurut Wahab Tahir, SH. Selaku Anggota DPRD Kota 
Makassar Fraksi Golkar, mengatakan bahwa “putusan hakim terkait dengan LGBT  
justru berdampak pada regenerasi bangsa khusunya kepada anak muda. Ini 
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dikarenakan putusan tersebut secara jelas melegalkan LBGT yang justru perilaku-
perilaku menyimpang yang ada di masyarakat khususya LBGT akan transparan, tidak 
ada lagi rasa takut terhadap perilaku menyimpang tersbut. Ini akan membahayakan 
regenerasi muda penerus bangsa jika salah bergaul. Pelaku LGBT memang adalah 
korban akan tetapi ketika korban itu dapat membahayakan orang dengan perilakunya 
maka hal tersbut harus di cegah. Dengan cara apa?, ya harapan nya dengan putusan 
mahkamah konstitusi No.46/PPU-XIV/2016 tersebut terkait dengan LGBT. Namun 
fakta berkata lain, hanya 4 (empat) hakim yang berpihak kepada masyarakat dengan 
melihat gejalah-gejalah sosial. Dampak putusan konstitusi No.46/PPU-XIV/2016  
terkait LGBT pun sudah jelas berdampak pada anak-anak kita yang mencontoh, 
dimana LGBT adalah perilaku sesat yang dilegalkan. Bapak yang sependapat dengan 
4 (empat) Hakim dalam amar putusan yang disenting opinion dan seandainya bapak 
mempunyai kewenanagan dalam kasus tersebut pada mahkamah konstitusi ia akan 
menghukum seberat-beratnya perilaku perbuatan LGBT itu, karna menurutnya LGBT 
adalah bukan warisan, bukan turunan tapi perilaku menyimpang dan dilihat dari fakta 
hukum yaitu LGBT adalah merusak tatanan bangsa”.10 
Aspek penegakan HAM, perlindungan terhadap kaum LGBT dan pemeberian 
Sanksi bagi kaum LGBT menjadi problem tersendiri bagi pemerintah, penegak 
hukum dan masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh, dosen uin alauddin sendiri 
bapak Rahman Kanang lebih menekankan dari pada aspek perlindungan terhadap 
kaum LGBT dengan alasan HAM dan tidak adanya undang-undang yang mengatur 
lebih jauh terhadap LGBT tersebut. Bukan itu saja, Rahman kanang mengatakan 
                                                           
10Wahab Tahir, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar Fraksi Golkar, Wawancara,  
Makassar 17 Juni 2018. 
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bahwasanya LGBT itu adalah hak progratif seseorang, bukan persoalan melanggar 
atau tidak, akan tetapi masalah suka sama suka. 
Di sisi lain, anggota DPRD Fraksi Golkar Bapak Wahab Tahir tidak 
membenarkan hal tersebut, bagi beliau, LGBT harus di tindak tegas karena merusak 
regenerasi bangsa dan Negara. Bukan persoalan korban atau pun tidak, faktor 
pencegahan lebih di utamakan. Melihat fenomena-fenomena tersebut, maka Wahab 
Tahir mengambil kesimpulan bahwasnya LGBT harus di tindak tegas. Namun 
putusan berkata lain, justru putusan tersebut bukan malah membuat dampak positif, 
tetapi justru berdampak buruk bagi masyarakat sosial dengan berkembanganya 
paradigma bahwa LGBT legal. 
Terlepas dari persoalan HAM dan penindakan sanksi, perilaku LGBT 
memang perlu di tindak lanjuti oleh pemerintah khusunya di kota Makassar. 
Sebagaimana kita ketahui, Makassar terkenal dengan komunitas LGBTnya salah 
satunya di daerah Panaikang. Sikap keseriusan pemerintah dalam menangani LGBT 
di kota Makassar sangat dibutuhkan.  
Penafsiran yang berbeda terhadap pasal 284, 285 dan 292 KUHP antara hakim 
konstitusi membuat penafsiran berbeda pula di masyarakat. Ada yang mengatakan 
mahkamah konstitusi melegalkan LGBT ada juga yang mengatakan Hakim konstitusi 
tidak berani membuat suatu norma yang diluar dari tugas dan wewenangnya. Menurut 
Sangkala Saddiko SH. Selaku anggota DPRD Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) 
Kota Makassar “ Dampak dari putusan mahkamah konstitusi No.46/PPU-XIV/2016 
Tentang LGBT tergantung para pihak, apakah yang namanya juga putusan itu pasti 
ada yang setuju dan ada yang tidak, tentu kalau berbicara tentang putusan bagi 





menerima dan mebenarkan bahwa putusan yang dikeluarkan majelis hakim itu sesuai 
dengan perasaan keadilan, kalau yang tidak menerima kan biasanya dari pihak kalah 
karna namanya yang berperkara tidak ada yang puas, karna dalam berperkara ada dua 
yaitu menang dan kalah. Jadi persoalan dampak sosialnya tergantung dari orang itu. 
Yang jelas apapun bentuknya keputusan itu harus diterima dan ditaati sebagai warga 
Negara yang baik’’.11 
 Banyak hal yang mesti diperhatikan dalam menyikapi dampak putusan 
tersebut, seperti tidak adanya kepastian hukum bagi LGBT. Ketika hakim konstitusi 
berbeda pandang dalam menyikapi masalah, tentunya gejalah sosial terjadi dalam 
masyarakat. Penafsiran antara hakim terhadap LGBT membuat keresahan tersendiri 
bagi masyarakat sosial. Berbagai dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat sosial 
berbeda-beda. Ketika kita merujuk kepada tanggapan langsung dari masyarakat, maka 
banyak perbedaan-perbedaan pendapat, seperti putusan mahkamah konstitusi terkait 
LGBT justru mebahayakan regenerasi muda karna tidak adanya kepastian hukum 
lagi. Dari aspek HAM, penguatan terhadap korban LGBT ini harusnya di perkuat 
dalam putusan mahkamah konstitusi, serta bentuk harapan kekecewaan lainnya yang 
pada intinya masyarakat Indonesia khusunya masyarakat kota Makassar berharap 





                                                           
11Sangkala Saddiko, Selaku anggota DPRD Fraksi PAN (Partai Amanat 
Nasional), Wawancara, Makassar 19 Juli 2018. 
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C. Persepsi Masyarakat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PPU-
XIV/2016 Tenatng LGBT 
  Keluarnya Putusan Mahkamah konstitusi No.46/PPU-XIV/2016 tentang 
LGBT yang menolak gugatan pemohon dalam perkara No. 46/PPU-XIV/2016 
langsung kemudian disambut publik bahwa mahkamah konstitusi seolah melegalkan 
LGBT. Hal ini perlu diluruskan, karena bisa menimbulkan kesalahpahaman yang 
fundamental. Perlu diketahui bahwa perkara ini adalah adalah permohonan kepada 
Mahkamah Konstitusi pada intinya adalah meminta penafsiran menyangkut masalah 
LGBT. Perbuatan zina sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP akan mencakup 
seluruh perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait 
dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.12 
  Meskipun mahmakah konstitusi telah mengeluarkan tanggapan terkait dengan 
persepsi masyarakat yang berbeda-beda tentang illegal dan tidaknya LGBT dengan 
pendapat bahwa tidak ada satu pun dalam amar putusan dan pertimbangan mahkamah 
konstitusi yang menyebut istilah LGBT. Tapi penjelasan tersebut masih belum bisa 
diterima oleh masyarakat sosial khususnya di Kota Makassar. 
Menurut ustadz Marzuki Umar, Lc. Selaku  Dewan Syariah wahdah Islamiyah 
Kota Makassar, “Putusan Mahkamah konstitusi terkait dengan LGBT seharusnya 
mengabulkan permohonan pemohon dikarenakan LGBT adalah gejalah sosial yang 
harus mempunyai  dasar hukum, baik itu dasar hukum terhadap pemberian sanksi 
maupun pencegahan. Penduduk Indonesia memiliki keberagaman agama, dalam 
keberagaman agama tersebut, tidak ada satupun yang melegalkan LGBT. Harusnya 
mahkamah konstitusi menjadikan dasar hal tersebut. Ketegasan hukum bisa 
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melahirkan pencegahan dan acuan untuk tidak melakukan pelanggaran tersebut, jadi 
putusan tersebut bertentangan dengan sesuatu yang memudharatkan apalagi 
dampaknya serius dan meluas seharusnya Negara hadir disitu untuk menghilangkan 
mudharat tersebut dan membangun maslahat untuk masyarakat. 
Keresahan terhadap fenomena LGBT di masyarakat sosial membuat perhatian 
yang sangat besar terhadap hal tersebut. Ketika merujuk kepada norma agama, 
memang benar tidak ada satupun agama di Indonesia yang membenarkan hal tersebut. 
Khsusnya dalam agama Islam, perbuatan LGBT tidak dapat di toleransi. Sikap 
kecewa terhadap putusan terkait dengan LGBT pun timbul seperti yang dikemukanan 
oleh ketua Dewan Syariah Kota Makassar. 
Banyak harapan terkait dengan diajukannya putusan tersebut, dangan salah 
satu harapan kurangnya LGBT  khusunya di kota Makassar. Apalagi ketika kota 
tersebut menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dari berbagai daerah akan 
mengakibatkan marak terjadi perbuatan LGBT. Dengan diajukannya putusan 
mahkamah konstitusi itu pula akan membuat para pelaku LGBT  tidak ada lagi 
diindonesia khususnya di Kota Makassar.  
Agama dan Negara adalah satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan. Di 
Indonesia, idiologi pancasila terkait dengan persoalan agama menjadi perhatian inti 
dalam konteks beragama. Meskipun dalam prakteknya agama dan Negara adalah satu 
bagian yang terpisah namun secara substansi keduanya selalu sejalan seiringan.  
Menurut Bapak Ahamd AC Wakil Ketua Muhammadiyah Kota Makassar 
berpendapat Dalam persfektif undang-undang tentang LGBT memang kontroversinya 
masih besar karna semua agama tidak ada yang membenarkan LGBT itu, terkhusus 
islam dan sejak zaman nabi pun sudah dilarang dan sekarang toleransi terhadap 
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LGBT bukan karna persoalan syariat tetapi persoalan kemanusiaan, sehingga 
pendapat yang berimbang opini adalah wajar dan LGBT sendiri dari faktor 
lingkungan, psikologi dan bukan suatu genetik. Dan pada kelima hakim tersebut 
bapak mengatakan kecewa dengan putusannya karna kelima juga hakim itu 
menerapkan sanski itu dengan landasan dari faktor agama, faktor etika dan moral 
atapun religi dan pasti alasan kemanusiaan atau HAM berkebebasan berekspresi. 
Kedudukan hukum islamnya sudah jelas bahwa LGBT itu diharamkan. Makanya 
orang tua itu cenderung melihat anaknya ketika ada kelainan cepat disembuhkan dan 
jangan dibiarkan karna dalam islam saja melarang laki-laki berpakaian menyerupai 
wanita begtupun sebaliknya, dan kalaupun dikalangan masyarakat yang tidak keras 
terhadap perbuatan LGBT tersebut itu hanya karna faktor perasaan dan kemanusiaan 
dan bukan agama. 13 
Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) menjadi 
perdebatan yang panas di kalangan masyarakat Indonesia, terlebih  setelah pada tahun 
2015 lalu muncul wacana serta desakan agar pemerintah membuat regulasi untuk 
melegalkan aktivitas komunitas tersebut. Wacana pelegalan LGBT di Indonesia tidak 
lepas dari efek putusan Mahkamah Agung  Amerika Serikat (AS) yang melegalkan 
pernikahan sesama jenis. 
Merujuk pada persoalan LGBT di atas, masyarakat Indonesia yang merupakan 
mayoritas muslim terbesar di dunia adalah wajar menolak pelegalan tersebut, bahkan 
jangankan untuk dilegalkan, keberadaannya pun sangat ditentang karena aktivitas 
LGBT ini sangat bertentangan dengan agama. Islam dengan tegas menolak 
penyimpangan seksual seperti itu. Islam sangat melarang dan melaknat perbuatan 
                                                           






homoseksual (LGBT), karena hal ini dipandang tidak sesuai dengan kodrat 
penciptaan manusia yang diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan melalui 
pernikahan dan pernikahan merupakan ikatan fundamental yang berakar pada nilai-
nilai suci. Karena itu, dengan melegalkan eksistensi LGBT apalagi perkawinan 
sesama jenis sama dengan merendahkan institusi pernikahan. Islam menjelaskan 
bahwa hikmah penciptaaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah untuk 
kelestarian jenis manusia dengan segala martabat kemanusiaannya. Perilaku seks 
yang menyimpang seperti LGBT tentu sangat bertentangan dengan tujuan itu. Islam 
dengan tegas melarang semua perilaku seks yang menyimpang dari syariah..14 
Menrurut Bapak Dr. H Muammar Bakry, Lc. MA. Selaku Pejabat 
dilingkungan Nahdatul Ulama,  terkait putusan tersebut kalau dalam islam tidak ada 
alasan, berbeda dengan suatu pernikahan terhadap laki-laki dan perempuan yang 
nikah siri itu harus di perdebatkan sah atau tidaknya dan itu tidak akan diterima baik 
di pengadilan agama, KUA dan catatan sipil.15 
Berbagai macam presepsi terkait dengan polemik putusan mahkamah 
konstitusi terkait dengan LGBT khusunya di kota Makassar sendiri terjadi. Banyak 
yang menyayangkan sikap kelima hakim tersebut dengan penolakannya mengingat 
agama tidak membenarkan hal tersebut. Seperti yang dikemukanan oleh bapak 
Muammar Bakri selaku pejabat Nahdatul Ulama, apapun alasanya agama tidak 
membenarkan hal tersebut yang seharusnya ini menjadi acuan bagi para penegak 
hukum. 
                                                           
14Raheema, “Sanksi Pidana Pelaku LGBT Dalam Persfsektif Fiqih Jinayah” hal. 88 
jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/563. (Diakses 31 Juli 2018). 
15Muammar Bakry, Pejabat dilingkungan  Nahdatul Ulama  Kota Makassar, Wawancara,  
Makassar 26 Juli 2018. 
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Indonesia adalah Negara hukum yang secara konstitusi kekosongan hukum 
tidak boleh terjadi di Negara Indonesia. Hakim konstitusi seharusnya menjadikan 
agama dalam melakukan penetapan hukum LGBT. Mengingat masyarakat sangat 
menginginkan LGBT ini dapat diatasi dan mendapatkan kepastian hukum karena 
maraknya perlakuan main hakim sendiri dan menjamurnyaa LGBT di mana-mana 
seperti di kota Makassar sekarang ini.   
D. Kedudukan Hukumnya dalam Islam 
Islam adalah agama yang beradab dan selalu memberikan perhatian penuh 
kepada umatnya terutama dalam masalah yang tidak lazim menurut Islam. Lesbian 
dalam kitab fiqh disebut dengan as-sahaq atau al-musahaqah berarti hubungan 
seksual yang terjadi di antara sesama wanita. Sedangkan gay dikenal dengan istilah 
liwat yang merupakan peninggalan dari Nabi Luth As.16 
Islam menginginkan pernikahan antar lawan jenis (laki-laki dan perempuan) 
bukan semata-mata hanya memenuhi hasrat biologis namun sebagai ikatan suci untuk 
menciptakan ketenangan hidup dengan membentuk keluarga sakinah dan 
mengembangkan keturunan umat manusia yang bermartabat. Dalam tafsir al-Manar 
dijelaskan bahwa Nabi Luth diutus Allah untuk memperbaiki akidah serta akhlak 
kaumnya yang tinggal di negeri Sadum, Adma’, Sabubim dan Bala’ di Tepi Laut 
Mati. Nabi Luth menetap di kota yang paling besar dari lima kota tersebut, yaitu 
Sadum. Sadum mengalami kehancuran moral, kaum laki-laki lebih senang 
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bersyahwat kepada sesama jenisnya yang lebih muda dan tidak bersyahwat kepada 
wanita (Rasyid Ridha, 1950: 509).17 
Moral yang diterjemahkan sebagai susila. Moral dipahami sebagai sessuatu 
yang diterima oleh keumuman masyarakat. Dalam hal ini, mengarah pada tindakan 
manusia yang baik dan wajar, sesuai dengan ukuran tindakan yang diterima oleh 
umum, dalam lingkungan sosial tertentu. Poerwadaminta dalam Kamus Umum 
Bahasa Indonesia, merumuskan moral sebagai ajaran tentang baik buruknya 
perbuatan dan kelakuan (akhlak, kewajiban, dan sebagainya). Dalam islam, dasar 
sebagai pengukur seseorang itu baik atau tidak, adalah Al-qur’an dan Sunnah. Segala 
sesuatu yang baik menurut Al-Quran dan Sunnah, amak itulah yang baik untuk 
dijadikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, segala sesuatu yang buruk 
menurut Alquran dan Sunnah, berartindak baik dan harus dijauhi.18 
Homoseksual adalah kerusakan moral yang nyata. Jarang sekali ada orang 
dibumi Indonesia ini yang terang-terangan menyatakan bahwa homoseksual itu . nini 
nilai yang dianut masyarakat kita perlahan bergeser. Acara-acara TV yang 
menampilkan sosok gay semakin menjamur. Mereka muncul untuk “semangat” diri, 
bahwa kaum gay sebagai kaum marginal patut untuk mendapatkan hak-hak layaknya 
masyarakat pun mulai terbiasa, bahkan penampilan kaum gay dinilai sebagai 
hiburan.19 
                                                           
17Hasan Saini, “LGBT dalam Persfektif Hukum Islam” Vol. 15 no. 1, hal. 70-71 
”ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/download/489/494. (Diakses 29 
Juli 2018). 
18Samsul Munir Amin, Ilmu Akhlak, (Cet. I: Jakarta: Imprint Bumi Aksara 2016), h. 14-15. 
19http://wahdah.or.id/bencana-cinta-sejenis/  (Diakses 31 Juli 2018). 
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Seperti hal perbuatan LGBT perbuatan buruk yang harus ditinggalkan karna 
sudah jelas dalam Islam perbuatan LGBT adalah Haram dan sangat dilarang bagi 
kaum muslimin karna akan merusak diri dan moralnya. Islam mengakui bahwa 
manusia memiliki hasrat untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap 
lawan jenis. Islam mengatur hal ini dalam sebuah lembaga yang dinamakan dengan 
perkawinan. Melalui perkawinan, fitrah manusia dapat terpelihara dengan baik, sebab 
perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dan wanita. Dengan adanya 
perkawinan yang disyariatkan, maka Islam melarang segala bentuk hubungan seks di 
luar perkawinan. Sebab akan berdampak kepada kekacauan hubungan biologis dan 
bisa merusak garis keturunan dan menyebabkan permusuhan dan pembunuhan 
(Sudiman, 2002: 91). Pembicaraan mengenai homoseksual selama ini selalu berujung 
pada hukuman bagi para pelakunya, karena dalil keharamannya menurut ahli fiqh 
telah ditetapkan oleh Al-Quran seperti yang. ditetapkan pada umat Nabi Luth. Oleh 
karena itu para imam mazhab kecuali Hanafi menetapkan hukuman rajam hingga 
mati bagi pelaku homoseksual. Sedangkan Hanafi berpandangan hal ini termasuk 
maksiat yang tidak ditetapkan secara pasti oleh Allah, maka dihukum ta’zir 
(pemberian pelajaran), karena bukan bagian dari zina (Ibn al-Qayyim alJauziyah, 
1996: 168).  Menurut Sayid Sabiq liwat atau homoseks merupakan perbuatan yang 
dilarang oleh syara’ dan merupakan jarimah yang lebih keji daripada zina. Liwat 
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan 
berbahaya bagi manusia yang melakukannya (Sayyid Sabiq, 1981: 361). Para ulama 
fiqh berbeda pendapat tentang hukuman homoseks, di antaranya adalah: 





2. Dihad seperti had zina. Bila pelakunya jejaka maka didera dan rajam 
apabila dia telah menikah.  
3. Dikenakan hukum ta’zir. (Sayyid Sabiq, 1981: 432). 
Dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang kamu 
dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah si pelaku 
dan yang dikerjainya (objeknya)”. (HR. Lima ahli Hadis kecuali an-Nasa’i). 
Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh perilaku 
homoseksual sangat besar. Mengenai kedudukan hukum antara homoseksual dan zina 
terdapat tiga pendapat, antara lain (Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, t.th.: 241):  
1) Abu Bakar al-Shiddiq, Ali ibn Abi Thalib, Khalid ibn Walid, Abdullah ibn 
Zubair, Abdullah ibn Abbas, Jabir ibn Zaid, Abdullah ibn Ma’mar, Az-Zuhri, 
Rabi’h ibn Abi Abdirrahman, Malik, Ishaq ibn Rawaih, Ahmad, dan AsSyafi’i 
menyatakan hukum liwat lebih berat daripada zina dan hukumnya adalah 
dibunuh.  
2) Atha’ ibn Rabah, Hasan al-Basri, Sa’id ibn Musayyab, Ibrahim An-Nakh’i, 
Qatadah dan Al-Auza’i menyatakan hukumnya sama dengan zina. 
3) Al-Hakam dan Abu Hanifah menyatakan hukumnya adalah selain zina, yaitu 
ta’zir. Yusuf Al-Qaradhawi berpandangan bahwa perilaku homoseksual 
bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak sifat kelaki-lakian dan 
merampas hak-hak perempuan. Perbuatan ini dapat merusak tatanan 
masyarakat dan manusia tidak lagi menghiraukan etika, kebaikan dan 
perasaan (Yusuf al-Qaradhawi, 1997: 151). 20 
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Menurut pandangan Islam sangat jelas bahwa LGBT sebuah perbuatan haram 
dan masuk dalam kategori dosa besar. LGBT ini telah ada sejak zaman nabi Luth dan 
akibat dari perbuatan mereka, kaum tersebut ditimpakan azab yang sangat keras. Hal 
ini dapat dijadikan sebagai penguatan dan pembenaran bahwa Islam tidak dapat 
merima perilaku LGBT. 
Islam/mayoritas Muslim masih menjadi tempat yang tidak mengakomodasi 
hak seksual homoseks dan LGBT.  Karena itu, wajar apabila upaya pembongkaran 
terhadap ajaran agama yang dianggap heteronormatif giat dilakukan oleh akademisi 
Muslim pendukung LGBT di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia (Spencer, 
2004 : 472). 
Paradigma umat Islam bawah, Allah telah berfirman dalam Al-Qur‟an 
bahwasanya manusia diciptakan di dunia ini berpasang-pasangan seperti yang telah di 
tuliskan dalam surat  Al-A’raf  ayat 80-84, dalam surat tersebut menyatakan bahwa 
laki-laki diciptakan untuk perempuan begitu juga sebaliknya, berpasang-pasangan 
maksudnya adalah berpasangan dengan lawan jenisnya bukan dengan sesama jenis. 
Istilah homoseksual pertama kali muncul kurang lebih empat belas abad yang lalu, 
Islam biasanya menyebutnya dengan liwatag atau amal qaumil luthin. Istilah yang 
terakhir berarti perbuatan kaum Nabi Luth karena menurut riwayat perbuatan ini 
pertama kali dilakukan oleh kaum nabi Luth yang dituliskan dalam Al-Qur‟an surat 
Hud 82-83 dan juga dalam surat Al-Anbiyah ayat 74.  Islam secara tegas mengecam 
tindakan yang tidak wajar tersebut. Tak hanya itu, bahkan pelaku sodomi harus rela 
dibinasakan dari permukaan bumi ini (Qs. Al-„Ankabut, 29: 31-32), sebab mereka 
tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan dampak sosial yang 





pun muncul ke permukaan, sejumlah pertanyaan misalnya,  jika memang LGBT 
adalah murni problem kejiwaan atau alamiyah, mengapa Tuhan mengadzab mereka? 
Ada juga yang berpendapat liberal dan radikal dengan pendekatan “analisis historis” 
yang menyatakan, kita tidak tahu cerita itu historis atau ahistoris, yang jelas Allah 
ingin memberikan pesan-pesan moral universalnya agar tak merugikan diri sendiri 
dan orang lain. Menurut penulis, faktor yang paling penting mengapa mereka diadzab 
karena dampak buruk sosial yang ditimbulkan. Selain itu LGBT juga sudah menjadi 
sebuah gerakan massif.21 
 Allah berfirman dalam Surah Al-Ankabut ayat 32: 
tΑ$ s% āχ Î) $ yγ‹Ïù $ WÛθ ä9 4 (#θ ä9$ s% Ú∅ øt wΥ ÞΟ n=÷æ r&  yϑÎ/ $ pκ Ïù ( …çµ¨Ψ uŠ Édf oΨ ãΨ s9 ÿ…ã& s# ÷δr& uρ āω Î) 
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Terjemahan : 
Berkata Ibrahim, sesungguhnya di kota itu ada Luth, para mereka berkata : kami 
lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan 
menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia adalah orang-
orang yang tertinggal (dibinasakan) (Al Ankabut: 32).22 
Adapun Asbabun Nuzul dari ayat diatas yaitu do’a Nabi Luth AS atas 
diperkenankan oleh Allah SWT untuk menjatuhkan siksanya kepada para pendurhaka 
dari kaum Luth. Itu disampaikan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim, paman Nabi Luth 
AS. Mereka yakni para malaikat yang diutus Allah SWT itu mengatakan kepada Nabi 
                                                           
21Gunawan Saleh dan Muhammad Arif,  “Fenomenologi LGBT Dalam Paradigma 
Agama” Vol  1. No. 1, hal. 90-94.  
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Ibrahim sesungguhnya kaum Luth akan dihancurkan di Negri ini. Sesungguhnya 
penduduknya adalah orang-orang zalim terhadap Allah dan manusia.  
Tatkala utusan para malaikat mendatangi Ibrahim dengan membawa kabar 
gembira, tentang akan lahirnya seorang anak kandung melalui istri Sarah, yaitu Ishak 
dan seorang cucu yaitu Yaqub. Kabar gembira yang merupakan suatu anugrah 
tersendiri kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah SWT mwnyampaikan terlebih dahulu 
berita gembira sebelum menyampaikan berita kebinasaan kaum anak saudaranya itu 
yaitu kaum Luth. Ayat tersebut menunjukkan bukti yang jelas bahwa ada suatu kabar 
gembira seorang yang didatngkan sebagai penyelamat dan hal ini juga membuktikan 
agar sanksi terhadap kaum nabi Luth ditangguhkan.23 
Yakni termasuk orang-orang yang dihancurkan bersama kaumnya karena ia 
selalu mendukung kekufuran mereka dan kesewenang-wenangan mereka, serta ikut 
mengatur perbuatan keji itu kemudian para malaikat itu pergi dari rumah Ibrahim dan 
masuk ke rumah nabi luth dalam bentuk para pemuda yang tampan-tampan.  
Setelah putusan mahkamah konstitusi No. 46/PPU-XIV/2016 tenang LGBT 
para pihak yang kontra merasa dengan adanya kaum LGBT yang tak lazim tumbuh di 
tengah masyarakat Indonesia dengan adat dan agamanya yang kental, sehingga 
kenyamanan mereka untuk bersosialisasi dengan bebas pun terenggut. Masyarakat 
satu sama lain bersikap lebih waspada dan mencurigai kehadiran kaum LGBT. 
Seokah-olah, masyarakat suatau Negara terbagi dua golongaan, kaum LGBT dan 
non-LGBT. Dalam islam pun sudah terang Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, 
melarang keras hamba-Nya agar tidak masuk golongan orang-orang yang menyukai 
sesama jenis, seperti lesbi, maupun gay, biseksual dan transgender. Al-qur’an sebagai 
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sumber ajaran agama Islam di dalamnya terdapat berbagai pelajaran mulai.dari cerita 
masa lampau hingga ramalan masa kini. Salah satunya, kisah pada zaman nabi luth, 
kaumnya yang terkenal sebagai penyuka sesame jenis dilaknat Allah Swt dengan azab 
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  Berdasarkan hasil dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PPU-XIV/2016 Tentang  
LGBT mempunyai dampak yang dimana para masyarakat lebih prihatin 
dengan adanya putusan tersebut yang menolak permohonan pemohon yang 
Uji Materi. Dan para pelaku LGBT akan lebih merajalela setalah putusan itu. 
Karna tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang LGBT. Timbul 
beberapa perbedaan terkait dengan penafsiran LGBT dikarenakan sikap 
dissenting opinion ke 4 (empat) hakim dan sikap penolakan ke 5 (lima) hakim 
terhadap permohonan pengujian pasal 284, 285 dan 292 KUHP tentang 
asusila. Berbagai dampak tentunya terjadi setelah putusan Mahkamah 
Konstitusi no.46/PPU-XIV/2016 terkait dengan LGBT seperti penafsiran yang 
berbeda-beda dikalangan masyarakat. Di Kota Makassar sendiri dampak 
putusan tersebut yaitu semakin merajalela nya pelaku LGBT dikarenakan 
Makassar juga terkenal dengan suatu kawasan LGBT sebagai mana kita 
ketahui bahwa di panaikang adalah salah satu lokasi terbesar LGBT di Kota 
Makassar. Timbul beberapa kekhawatiran masyarakat Kota Makassar dengan 
sikap yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak 
permohonan uji materi terkait dengan pasal 284, 285 dan 292 KUHP salah 
satunya adalah dapat mebahayakan  regenerasi muda dikarenakan LGBT. Di 
masyarakat khususnya di Kota Makassar yaitu LGBT legal. Aspek hak asasi 
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manusia dan perlindungan terhadap LGBT menjadi alasan utama harusnya 
hakim menyatakan sikap yang tegas dengan membuat suatu norma atau 
payung hukum terhadap LGBT. Karena telah kita ketahui bersama marak 
terjadinya penganiayaan penindakan penghakiman sendiri terhadap perilaku 
LGBT. Ketika sikap hakim ini menyatakan hal tersebut yaitu hal penolakan 
maka tentunya bukan hanya LGBT merajalela di Kota Makassar serta 
membahayakan masa depan anak bangsa. 
2. Persepsi Masyarakat Kota Makassar terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 46/PPU-XIV/2016 yang berkembang di Kota Makassar terkait dengan 
putusan LGBT menggambarkan bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi 
terkait dengan LGBT ini mendapat sorotan khusus bagi masyarakat Kota 
Makassar itu sendiri. Banyak persepsi-persepsi yang berkembang khususnya 
di Kota Makassar terkait dengan LGBT salah satunya yaitu bentuk 
kekecewaan karena hakim mahkamah konstitusi menyatakan sikap penolakan 
permohonan uji materi terhadap pasal 284, 285 dan 292 KUHP. Masayarat 
Kota Masyarakat menyayangkan ketika hakim mengatakan bahwasanya tidak 
adanya landasan yang kuat terkait dengan adanya LGBT dimasukan kepada 
pasal 284, 285 dan 292 KUHP tentang asusila kepada permasalahan LGBT. 
Masyarakat Kota Makassar menginginkan bahwasanya Hakim harusnya 
berpikiran bahwa indosnesia adalah Negara yang memiliki beragam agama 
dan diantara agama-agama yang ada di Indonesia tidak yang mengajarkan 
tentang LGBT. Dengan adanya konsep agama dalam Negara tersebut yang 
tidak sama sekali membenarkan LGBT seharusnya hakim mengambil 
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landasan hal tersebut karna agama mengecam pelaku terkait dengan LGBT. 
Tidak ada agama yang menghalalkan LGBT. 
3. Kedudukan LGBT sangat di haramkan baik dalam Al-Qur’an maupun hadist. 
Dan dilihat dari pandangan agama memang praktek ini sangatlah bertentangan 
dengan fitrah manusia itu sendiri, dan dari adat dan juga norma-norma yang 
ada di Indonesia juga masalah ini sangatlah bertentangan dengan yang sudah 
berlaku turun-temurun sejak zaman sebelum kita. Dan pentingnya pencegahan 
perbutan LGBT itu harus ada sehingga bisa melindungi anak-anak bangsa 
selanjutnya. 
B. Implikasi Penelitian 
  LGBT yang masih menjadi perdebatan diantara kalangan sosial dan hukum 
yang juga mempertanyakan keadilan dan sisi kemanusian. Hal ini sangat bertentangan 
dengan hukum islam, karena islam hanya menghendaki pernikahan antar lawan jenis, 
laki-laki dengan perempuan, tidak semata untuk memenuhi hasrat biologis namun 
sebagai ikatan suci untuk menciptakan ketenangan hidup dengan membentuk 
keluarga sakinah dan mengembangkan keturunan umat manusia yang bermatabat. 
Bagi kaum homoseksual lesbian agar lebih berfikir positif dan realitas tidak menarik 
diri dari masyarakat, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial.  
  Tetapi pada implementasi lapangan yang beberapa masyarakat pada Kota 
Makassar diantaranya yang mewakili instansi satu dengan instansi lainnya yang tidak 
bisa juga kita pungkiri dengan pendapatnya masing-masing yang terkait dengan 
putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-XIV/2016 tentang LGBT masih 
menimbulkan beberapa  hal yang berpengaruh kepada masyarakat bahwa mahkamah 
konstitusi telah melegalkan LGBT. 
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  Pada dasarnya juga para masyarakat terkhusus kota Makassar yang 
menginginkan ketenangan hidup bermasyarakat pada rana lingkungannya dengan 
tidak adanya lagi pelaku-pelaku LGBT yang dapat berdampak luas bagi seseorang 
yang telah terjerumus didalamnya. Dan dibutuhkannya suatu peraturan khusus yang 
bisa mengatur tentang perbuatan LGBT tersebut. 
  Penelitian ini diharapkan pada mahkamah Konstitusi untuk menggunakan 
kewenangan yang sebaik baiknya sesuai dengan yang di harapkan pada setiap 
masyarakat. Dan terkhusus untuk kewenangan pembentuk undang-undang, DPR dan 
Presiden untuk membuatkan peraturan yang terkait dengan LGBT agar tidak semakin 
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